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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat yang cukup
komplek membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.
Namun banyak program yang diperuntukkan kepada masyarakat di perdesaan
cenderung tidak didukung secara penuh dan tidakberkelanjutan,

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 atas Perubahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa desa
atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan
masyarakat, Desa harus mempunyai sumber pendapatan dari APBD Provinsi,
guna untuk percepatan pembangunan desa maka dari itu pemerintah provinsi
dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan Wakilnya Saleh Lasata
menerbitkan satu program yaitu Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat )
Merujuk pada Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara,
Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun




2005 tentang desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang perencanaan pembangunan desa, maka pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara menerbitkan perda No 7 tahun 2008 yang mengatur tentang pemberian
dana Bahteramas /hibah kepada desa /kelurahan sebesar 100 juta pertahun (Buku
Pedoman Program Bahteramas ,2008)

Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam lima tahun
kedepan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap daerah
daerah dengan tingkat kemiskinan masih tinggi dan daerah yang tertinggal dari
sektor pembangunan. Sektor pembangunan diharapkan tidak lagi berasal dari top
down tetapi pembangunan di arahkan untuk memberi penguatan pada partisipasi
masyarakat. Sehinggga pemerintah Daerah melalui program pembangunan
memberi bantuan secara lansung sesuai dengan kebutuhan tingkat wilayah atau
Desa.

Sesuai dengan maksud tersebut, maka program dari Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 menginginkan peningkatan anggaran
pembangunan di Desa terutama Desa Tertinggal dan Terpencil di Sulawesi
Tenggara yang masih tinggi. Desa tertinggal umumnya dicirikan dengan keadaan
wilayah yang tertinggal dari aspek fasilitas public seperti jalan, dan fasilitas
pemerintahan yang bertujuan meningkatkan pelayanan pemerintah dibidang

ckonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.




Di tahun 2008, Pemerintah provinsi meluncurkan program Bahteramas
dengan sasaran pada penyaluran dana Bantuan Dana Bahteramas untuk tiap Desa
dan juga peningkatan mutu dan kesempatan yang gratis untuk pelayanan
Pendidikan dan keschatan. Program Bantuan dana Bahteramas berupa dana tunai
senilai seratus juta rupiah tiap desa lansung disalurkan di rekening Desa dan
pengelolaan dan alokasinya kemudian sepenuhnya dilakukan oleh panitia tingkat
Kecamatan dan Desa.

Setelah empat tahun program Bahteramas berjalan banyak keluhan dari
masyarakat terkait pelaksanaan program terutama berkaitan dengan penyaluran
dana. Dari wawancara dengan M. Saleh selaku Sekertaris Desa Lambai sebagai
salah satu penerima dana bahteramas dari 5 desa yang menerima di Kecamatan
Lambai, menuturkan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan dana
Bahteramas, nilai anggaran dana program Bahteramas sering dianggap kurang
dari apa yang seharusnya diterima yaitu tidak cukup seratus juta rupiah, karena
diindikasikan adanya pemotongan anggaran pada saat pencairan dana.

Oleh karenanya, dalam kepentingan tersebut dengan melihat masalah yang
muncul di Kecamatan Lambai, menarik untuk dilakukan penelitian administrasi
Negara terkait dengan efektifitas penyaluran program Bahteramas, dengan Judul
penelitian: “Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Dana BAHTERAMAS
oleh Pemerintah di Kecamatan Lambai kabupaten Kolaka Utara Provinsi

Sulawesi Tenggara”.



B. Batasan Masalah

Pelaksanaan Program BAHTERAMAS Oleh pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara Meliputi Bantuan kesehatan gratis, Biaya pendidikan Gratis,
dan Bantuan dana Desa sebanyak 100 Juta Rupiah /desa. Namun Peneliti hanya
fokus kepada Program Bantuan Dana desa, ini juga merupakan sebagai salah satu
fungsi manajemen yang bertujuan untuk memelihara, mempertahankan, serta
mengusahakan  pencapaian  tugas-tugas dalam rangka meningkatkan
pembangunan desa yang berdaya guna serta berkualitas.

Sebagaimana uraian di atas pelaksanasn program penyaluran dana
bantuan BAHTERAMAS dalam rangka pembangunan desa, merupakan
tanggung jawab semua pihak baik itu pemenntah maupun masyarakat. Maka dari
itu diperlukan adanya pengawasan secara terus menerus, menyeluruh dengan
memperhatikan prioritas-prioritasnya guna mendukung kelancaran program
bantuan tersebut maka dari itu ketentuan untuk dapat terperinci dan membatasi
ruang lingkup maka penulis mengambil batasan masalah pada tahun 2009-2010.

C. Rumusan Masalah
Agar penelitian ini terarah dan terfokus, maka dapat dikemukakan suatu
rumusan masalah yaitu apakah pelaksanaan program penyaluran dana bantuan
BAHTERAMAS berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang efektif dan
efisien seperti yang ditetapkan sebelumnya.
Untuk lebih jelasnya yang akan dipecahkan dalam penelitian diramuskan

sebagai berikut:



1. Bagaimana Implementasi program penyaluran dana bantuan BAHTERAMAS
oleh pemerintah di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara Provinsi
Sulawesi Tenggara?

2. Bagaimana Hasil Implementasi penyaluran dana bantuan BATERAMAS

Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari peneclitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur
penyaluran dan implementasi dari dana bantuan BAHTERAMAS oleh pemerintah
di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sedangkan kegunaan dari studi penelitian ini yang kami maksudkan adalah
sebagai berikut: '
1. Sebagai lahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih
meningkatkan pembangunan desa.
2. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran dalam pelaksanaan progam

dana bantuan BAHTERAMAS disetiap desa untuk tahun berikutnya.

E. Kerangka Konseptual
Sebagai langkah awal penelitian ini, terlebih dahulu dikemukakan tentang
Program Bantuan Dana Bahteramas itu sendiri.
Program bantuan dana Bahteramas adalah Merupakan Program
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program yang berbasis



pemberdayaan masyarakat. Program Dana Bahterams dilaksanakan melalui
pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan fasilitator
dan pendanaan untuk mendorong pelaksanaan Program Bahteramas ini.

Dari Pengertian yang telah di jelaskan di atas, maka tujuan dari
pelaksanaan program adalah mewujudkan tujuan bersama dengan ditunjang oleh
peningkatan kualitas kerja, peningkatan sumber daya manusiaketerampilan
kerja,serta bagaimna bekerjasama dengan lembaga-lembaga desa yang ada untuk
mewujudkan pembangunan

Dalam suatu pelaksanaan Program desa ada banyak hal yang mesti di
perhatikan untuk mencapai hasil yang maksimaldiantaranya siapa saja yang ikut
berpartisipasi dalam_ pengerjaannya dan sasarannya apa, mesti diketahui juga
faktor apa saja yang dapfit berpengaruh pada pelaksanaan program
tersebut. Adapun yang ikut dalam pelaksanaan program Bantuan dana desa, antara
lain camatdan para kepala desa yang ada di Kecamatan Lambai sebagai
pelaksana,dan sasaran pelaksanaannya adalah warga Desa di Kecamatan
Lambai.Faktor-faktor yang mendukung terhadap pelaksanaan suatu program yaitu
adannya kesiapan unit pelaksanaan yang telah disiapkan agar pelaksanaan suatu
program bisa terwujud sesuai dengan tujuan,maka dari perlu di gambarkan
struktur kerangka konseptual seperti:




KERANGKA KONSEPTUAL

Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan
Dana BAHTERAMAS oleh Pemerintah di
Kecamatan Lambai kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

!

PERDA NO. 7 TAHUN 2008

l PROSES PELAKSANAAN
- Penyaluran Bantuan Dana sebanyak
KRITERIA DESA PENERIMA: 100 juta/desa.
- Desa/Kelurahan yang - Pembangunan fisik

ditetapkan Sejak Tahun —=——31 TEORI Chemma dan Rondinelly
2008 - Kejelasan dan konsisten
i sasaran program

- Kontrol sumber dana

v

OUT COME

1. Terciptanya lapangan
kerja pedesaan

2. Menyediakan sarana dan
prasarana ekonomi

3. Meningkatkan peran
masyarakat dalam
mengambil keputusan

4. Melakukan pengelolaan
pemberdayaan dengan
melibatkan potensi
pemberdayaan lokal

F

UMPAN BALIK




F. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lakukan selama satu bulan dimulai dari bulan
Oktober sampai bulan November. Penelitian bertempat di Kecamatan Lambai
Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Lambai
merupakan daerah penerima bantuan dana bahteramas, yaitu sebanyak 5 Desa
menerima dana Bahteramas dan sckaligus sebagai daerah penelitian. Dipilihnya
daerah Kecamatan lambai sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan
kawasan yang masih tertinggal dari wilayah lain yang ada di Sulawesi Tenggara.
Dalam usaha untuk mendapatkan informasi, bahan keterangan lainnya yang
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menggunakan jenis-jenis
penelitian dengan metode sebagai berikut:
1. Type dan dasar penelitian

a. Penelitian ini dapat digolongkan menjadi type penelittian deskriptif,
yakni memberikan gambaran apa adanya tentang situasi pada lokasi
penelitian.

b. Penelitian ini didasarkan pada penelitian survey yang merupakan suatu
dasar penelitian yéng bertujuan mengumpulkan data/informasi
sebanyak mungkin dari sejumlah responden pada lokasi penelitian,

2. Tehnik pengumpulan data
Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik-tehnik

pengumpulan data sebagai berikut:



a. Wawancara (interview), yaitu pengunpulan data dengan cara
mengadakan tanya jawab secara lisan, untuk melengkapi data dari
kusioner baik dari informan maupun dari responden dengan
menggunakan pedoman wawancara tertutup dalam arti setiapa
pertanyaan telah di sediakan pilihan jawaban.

b. Kusioner, yaitu pengumpulan data dengan daftar pertanyaaan yang
diedarkan oleh peneliti kepada seluruh responden.

¢. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dan menjawab
langsung objek yang diteliti sesuai dengaan permasalahan-
permasalahan dan tujuan penelitian. Selama kegiatan observasi juga
dilakukan dokumentasi lokasi penelitian dan aktivitas penelitian.
Dokumentasi observasi dapat dilihat di Lampiran.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di lokasi
penelitian. Jumlah populasi di wilayah penelitian adalah 6083 jiwa.
b. Sampel
Sampel adalah tiap warga di Kecamatan Lamba. Dalam
penelitian ini dilakukan survey untuk melihat dan mengetahui proses
dan pelaksanaan Bahteramas. survey dilakukan di tingkatan warga
yang terdiri atas Masyarakat biasa, aparat kecamatan dan anggota

BPD dari tiap-tiap desa yang menjadi pelaku dalam program bantuan




dana Bahteramas. Mengingat banyaknya responden dalam penelitian

ini maka di lakukan pemilihan sampel yang dapat mewakili

penelitian. Pemilihan sampel ditentukan dengan susunan scbagai

berikut :

1.

Aparat kecamatan sebanyak 5 orang

Aparat Desa sebanyak 15 orang, masing masing dari Desa yang
menerima dana Bahteramas

Tokoh agama 2 Orang = 6 orang

Tokoh Pemuda 2 orang = 6 orang

Masyarakat Biasa 18 orang

Jumlah 50 orang.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses

mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan

sifat penelitian. Untuk tujuan Penelitian, maka pengolahan data

diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti supaya

data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat

dimaknai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses

penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan.

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan,

memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.

Step pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau



kategori-kategori. Kategori tidak lain dari bagian-bagian Nasution.
(1996).

Sugiono (2007) mengatakan bahwa analisa kualitatif adalah Proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil
wawancara catatan lapangan dan data dokumentasi.dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun menyusun kedalam pola memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan
sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,
dokumen dan sebagainya setelah di baca dipelajari dan ditelaah, maka
langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data, digunakan metode Skala
Likert yang biasa dilakukan untuk melakukan penelitian sikap dan
prilaku atau kebijakan public.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan
Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk




menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau
pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala
Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif,
yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting
(P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP)

1. Prosedur dalam membuat skala Likert adalah sebagai berikut:
Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, relevant
dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang
cukup jelas disukai dan tidak disukai.

2, Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden
yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti.

3. Responden di atas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia
menyenangi (+) atau tidak menyukainya (-). Respons tersebut
dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi
menyenangi diberi skor tertinggi. Tidak ada masalah untuk
memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang
terendah atau sebaliknya. Yang penting adalah konsistensi dari
arah sikap yang diperlihatkan. Demikian juga apakah jawaban
“setuju” atau “tidak setuju” disebut yang disenangi, tergantung
dari ist pertanyaan dan isi dari item-item yang disusun.

4. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari

skor masing-masing item dari individu tersebut.




5. Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat
nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala
total. Misalnya, responden pada upper 25% dan lower 25%
dianalisis untuk melihat sampai berapa jauh tiap item dalam
kelompok ini berbeda. Item-item yang tidak menunjukkan beda
yang nyata, apakah masuk dalam skortinggi atau rendah juga
dibuang untuk mempertahankan konsistensi internal dari
pertanyaan (Nazir M, 2005)

G. Sistematika Pembahasan

BAB 1 Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah,
BatasadanRumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan
Penclitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian

BAB II Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Dana
Bahteramas .

BAB HII Gambaran Umum Lokasi Penelitia yang menguraikan
Tentang Kondisi Geografi Kota Kolaka Sulawesi Tenggara,
pelaksanaan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

BABY Penutup memuat tentang kesimpulan dan saran.




BABII
TINJAUN PUSTAKA

A. Petunjuk Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Dana BAHTERAMAS

Program Bantuan Dana Bahteramas Adalah Bantuan langsung Pemerintah
provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2008 tentang
pemberian Dana Bahteramas /hibah kepada desa/kelurahan sebesar 100 juta
pertahun.untuk semua desa dan kelurahan defenitif se-Sulawesi Tenggara .

Namun program yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi memerlukan
Evaluasi terhadap pelaksanaan svatu program dilakukan untukmengetahui proses
kerja dari pelaksanaan program, apakah programdilaksanakan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan program yang telahditetapkan, _dan untuk mengetahui
sejauh mana program yang telahdilaksanakan berhasil memberikan dampak atau
manfaat bagi kelompok sasaran dari program tersebut. Program dalam kamus
Sosiologi didefinisikan sebagai suatu perencanaan yang menyangkut segi
kuantifikasi (Soerjono Soekanto, 1985).

Pariatra Westra (1983:24) mendefinisikan program sebagai seperangkat
aktifitas yang dilakukan/dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan maksud dari
suatu rencana pembangunan yang spesifik. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Program diartikan sebagai sebuah rancangan mengenai asas-asas serta
usaha (dalam ketatanegaraan, perckonomian, dan sebagainya) yang akan

dijalankan,
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas disimpulkan bahwa program
merupakan sebuah rancangan dari rumusan kebijakan yang akan dijalankan
mengenai asas-asas serta usaha untuk mencapai tujuan. Sedangkan asas adalah
aturan-aturan tingkah laku secara umum atau suatu tata cara yang harus dituruti.
Program juga dugunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Keadaan-
keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam
masyarakat sering ditanggulangi dengan satu program. Ciri-ciri program yang
baik menurut Bintoro Tjoroamodjojo (1995:75) adalah sebagai berikut :.

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek
yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif
mungkin.

4. Pengukuran dengan biaya-biaya yang diperkirakan dan keuntungan-
keuntungan yang diharapkan mampu untuk dihasilkan dari proyek
tersebut.

5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan
program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak
berdiri sendiri.

6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga kerja,

pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.



Sedangkan menurut Westra program adalah rumusan yang didalamnya
memuat gambaran pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan berikutpetunjuk-
petunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Pada umumnya di dalam program
dikemukakan pula fasilitas yang diperlukan, seperti waktu,penggunaan alat-alat
perlengkapan, ketentuan wewenang serta tanggungjawab pelaksana program
(Pariatra Westra, 1989).

Dalam suatu program menyangkut nasib banyak orang danpenggunaan
sejumlah dana, maka perlu diadakan suatu studi evaluasiterhadap suatu program.
Evaluasi menurut Samudra Wibawa dkk, bertujuanuntuk menjaga proses
implementasi sebaik mungkin, dan seandainyakebijakan tersebut gagal mencapai
tujuan, maka dapat diketahui penyebabkegagalan tersebut_ sehingga kegagalan
yang sama tidak akan terulang dimasayang akan datang.

Bertolak dari wraian di atas maka penulis mengonsepkan
evaluasipelaksanaan program adalah suatu teknik dan cara untuk
mengumpulkandata-data yang diperlukan untuk menilai hasil pelaksanaan
program-programdan perubahan serta peningkatan-peningkatan apa yang telah

ditimbulkanoleh program.



B. Tujuan Pelaksanaan Program Bahteramas

1.

Tujuan Umum

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pemerintah

Desa/Kelurahan dalam rangka melaksanakan Otonomi Desa/Kelurahan dalam

hal pelaksanaan desentralisasi kewenangan dan fiskal.

Tujuan Khusus

a.

h.

Memastikan pembiayaan terhadap rencana kegiatan di Desa / Kelurahan
hasil Musrembang

Mensinergikan program antara pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pe;'lgambilan keputusan
Melembagakan pengelolaan  pembangunan  partisipasi  dengan
mendayagunakan potensi sumberdaya lokal.

Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam pengelolaan
pembangunan

Menyediak#n prasarana/sarana sosial dan ekonomi

Membangun kapasitas Desa/Kelurahan sebagai basis ketahanan
Masyarakat

Menciptakan Lapangan Kerja Perdesaan

C. Strategi, Prinsip, dan Pendekatan

L.

Strategi



Strategi yang di gunakan dalam penyaluran Dana Bahteramas pada tingkat

Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

a.

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam rangka memperkuat potensi
sumberdaya dan daya ungkit pembangunan Desa/Kelurahan
Mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju
kemandirian Desa/Kelurahan

Memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan
mulai dari proses perencanaan penganggran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunansecara berkelanjutan di masing-masing Desa/Kelurahan
Meningkatkan Sinergisitas Program Pembangunan pada tingkatan
pemcrimahah Desa /Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

di Sulawesi Tenggara

. Prinsip

a. Transparansi, Masyarakat harus tahu, memahami dan mengerti adanya

kegiatan ini serta memiliki kebebasan dalam pengendalian secara mandiri
Partisipasi, Masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan
kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pengawasan
dan pelestariannya.

Swadaya, Masyarakat memberi kontribusi dalam bentuk tenaga,pikiran

dan materi /bahan dalam rangka menyelesaikan Program / Kegiatan




d.

Desentralisasi, Masyarakat memiliki kewenangan dan tangung jawab yang
Juas untuk mengelola kegiatan secara mandiri dan partisipatif tanpa
intervensi negatif dari luar.

Akuntabilitas.  Setiap  pengelolaan  kegiatan  harus  dapat
dipertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yg berkompoten
Kesetaraan Gender, Dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan

keputusan, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

3. Pendekatan

Pendekataan atau upaya-upaya yang rasional dalam mencapai tujuan program

dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  pengelolaan  program yaitu

pcmbanglman yang berbasis masyarakat dengan :

a.

Menggunakan Desa/Kelurahan sebagai locus  program  untuk
mengharmonisasikan perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian
program.

Memposisikan masyarakat sebagai penentu /pengambil kebijakan dan
pelaku utama pada tingkat lokal.

Mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, kegotongroyongan dan budaya
lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

Menggunakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik
sosial, budaya, dan geografis.

Melalui proses pemberdayaan yang terdiri azas pembelajaran kemandirian

dan keberlanjutan.




D. Pengelolaan, Program Dan Kegiatan

Pengelolaan Program Bantuan Dana Bahteramas terdiri dari Persiapan

program / sosialisasi, Perencanaan dan penganggaran partisipatif, Pengelolaan

Program dan Kegiatan, Pelaksanaan kegiatan, Monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

a

b.

i
k.

Persiapan Program
Lokakarya Tingkat Provinsi

Penyiapan Fasilitator Pendamping

Sosialisasi Tingkat kecamatan

Pelatihan Tim Pengelola kegiatan

Persiapan musyawarah Desa/ Kelurahan

Musyawarah Pgrencanaan Dan Penganggran Partisipatif
Identifikasi potensin dan masalah

Evaluasi kegiatan Hasil Musrembang Yang Lalu
Pembahasan Program Tahun Berikutnya

Penetapan prioritas Program dan kegiﬁtan tahun berikutnya

E. Penyusunan Anggaran Program Dan kegiatan

a.

b.

C.

Penetapan dan Pengesahan Program/ Kegiatan
Sosialisasi Hasil Musyawarah Perencanaan dan Anggaran Penganggaran.
Pengelolaan Program dan Kegiatan

Pengelolaan Program dan Kegiatan di Desa/ Kelurahan adalah Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang pembentukannya berdasarkan




Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 66 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa /Kelurahan. Komposisi LPM
sebagaimana di maksudkan adalah :

a. Ketua LPM

b. Sekertariat LPM

¢. Bendahara LPM

d. Verifikasi

Yang melaksanakan verifikasi kegiatan dan anggaran adalah Sekretaris
Desa/ Kelurahan dimana hasil verifikasi diketahui oleh Kepala Desa/

Lurah dan di fasilitasi oleh Fasilitator Desa/ Kelurahan.

F. Pendanaan Dana Bahteramas
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penggunaan Program
Dana Bahteramas maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut :
1. Sasaran
Sasaran Pemberian Program Dana Bahteramas dari Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara pada tahun 2008-2013 Adalah Desa dan Kelurahan yang
berada dalam lingkup wilayah Sulawesi Tenggara dengan Kriteria Sebagai
berikut
a. Desa /Kelurahan berdasarkan Perda pembentukan selambat-lambatnya
Juni Tahun 2007

b. Bagi Desa/Kelurahan yang terbentuk setelah juni tahun 2007 menjadi

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten / Kota.




c. Bagi Desa/Kelurahan yang terbentuk setelah juni 2007 di haruskan
memenuhi kriteria sesuai Peraturan Pemerintzh Nomor 72 tahun 2005
tentang desa minimal 200 KK atau 1000 jiwa dan peraturan pemerintah
Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan minimal 400KK atau 2000 jiwa

2. Kriteria Kegiatan

Kriteria kegiatan yang dapat di biayai melatui dana bahteramas Adalah :

a. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat

b. Dapat dikerjakan oleh masyarakat

¢. Didukung dan di manfaatkan‘ Sumber daya lokal

d. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

3. Pendanaan

Sumber Dan Alokasi Dana

Dana Program Bantuan Dana Bahteramas Desa/Kelurahan bersumber dari

bnatuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber sumber lainnya

yang di berikan kepada Desa/Kelurahan Mulai pada tahun 2008 — 2013.

4. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran Program Dana Bahteramas yang berasa dari pemerintaha Provinsi

Sulawesi Tenggara disalurkan dari kas Daerah melalui bank Pembangunan

dacrah langsung kerekening masing-masing Desa / Kelurahan setelah

mendapat verifikasi dari badan Pembedayaan Masyarakat Masing-masing

1. Tahap I Sebesar 25%

Tahap II Sebesar 25%
Tahap 111 Sebesar 25%

& » N

Tahap IV Sebesar 25%



BAGAN PENYALURAN DANA BAHTERAMAS
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5. Mekanisme Pencairan Dana

BIRO KEUANGAN
PROVINSI

Pencairan Program Dana Bahteramas ditingkat Desa dan Kelurahan

dilakukan melalui tahapan — tahapan sebagai berikut :

a. Pembukaan Rekening Desa/Kelurahan, Khusus Dana Bahteramas dan

penarikannya dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Ketua LPm

b. Pembayaran Kegiatan dilakukan Dengan Tahapan Sebagai berikut :

1) Tahap I Sebesar 25%
2) Tahap II Sebesar 25%
3) Tahap III Sebesar 25%

4) Tahap IV Sebesar 25%




5) Penarikan Tahapan I, 111, dan IV dapat dilakukan apabila
Pelaksanaan Kegiatan tahap sebelumnya telah di pertangung
jawabkan secra fisik dan kenangan 10% untuk administrasi dan

monitoring dan 90% untuk kegiatan Pembangunan.

G. Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Dana Bahteramas

1.

Pengertian Pelaksanaan

Dalam berbagai referensi banyak kita jumpai istilah-istilah yang
membahas tentang belaksanaan yang dimana istilah ini sering bersentuhan
dengan aktifitas keseharian kita dalam kehidupan .Dimana dalam proses
kehidupan kita membutuhkan sarana dan prasarana pemaknaan yang
disampaikan lewat sebuah komunikasi, salah satunya makna kalimat atau kata
yang harus di pahami.

Pelaksanaan atau penggerakan merupakan fungsi organik manajemen
kedua. Secara harfiah penggerakan dapat diartikan membuat orang bergerak
melakukan aktivitas-aktifitas. Dengan demikian pelaksanaan selalu
bersangkutan dengan manusia. Oleh karena itu penggerakan menghendaki
kemampuan menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme dan
membimbing manusia yang hendak dicapai. Sebagai titik tolak uraian
selanjutnya maka penggerakan disini didefinisikan sebagai up.aya agar tiap
manusia atau anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan
yang telah di hendaki sebagaimana yang ingin di capai oleh pemimpin.

Menurut Sigian (1984:22):



“'Pelaksanaan atau pergerakan adalah keseluruhan proses member
motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga
mereka mau bekerja secara ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi
yang efisien dan ekonomis’’
Seperti telah dikemukakan,pelaksanaan selalu bersangkutan
dengan orang, karena esensi adalah:
a. Mendapatkan orang-orang yang cakap;
b. Menyampaikan kepada mereka tujuan yang perlu dicapai;
¢. Menjelaskan apa yang perlu dilakukan dan bagai mana melakukannya;
d. Memberikan kewenangan-kewenangan, dan
e. Membangkitkan rasa kepercayaan pada diri sendiri mengenai
kemampuannya dalam mencapai tujuan.

Pelaksanaan berasa dari kata “Laksana” yang berarti
buatan sifat,tanda.di tambah awalan pe- dan akhiran -an Berfungsi
membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia yang di susun oleh
Poerwadarminto ( 1976 : 553 ) mengemukakan batasan mengenai
pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pelaksanaan
sebagai berikut :

“Pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana
yang telah disusun, Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan,
Usaha) melaksanankan rencananya”

Berdasarkan batasan yang dikemukakan oleh Poerwadarminto di



atas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah orang
yang melaksanakan sesuatu, sedangkan pelaksanaan adalah perbuatan
yang dilakukan oleh pelaksana.

Selanjutnya menurut Sastro Poetro (1982 : 193) mengemukakan
pengertian pelaksanaan Adalah “Pelaksanaan di artikan scbagai suatu
usaha atau kegiatan tertentu yang di lakukan untuk mewujudkan rencana
atau program dalam kenyataanya™

Kedua devinisi yang dikemukan tersebut menitik beratkan
pengertian pelaksanaan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mewujudkan suatu tujuan tertentu yang ingin di capai.

Pelaksanaan Penyaluran bantuan dana bahteramas merupakan
tanggung jawab dari semua pemerintah yang terlibat dan masayarakat
adalah pelaku utama dalam program bantuan dana desa, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan,dan pelestarian sedangkan Pelaku-pelaku
lainnya didesa /kelurahan kecamatan kabupaten dan seterusnya berfungsi
sebagai pelaksana fasilitator,pembimbing,dan pembina,dengan tujuan dan
prinsip-prinsip kebijakan prosedur dan mekanisme program Bantuan dana
Bahteramas tercapai dan dilaksanaka secara benar dan konsisten.

a. Pelaku di Provinsi
Tim koordinasi program dana bahteramas desa/kelurahan tingkat
provinsi di bentuk dengan surat keputusan Gubernur provinsi Sulawesi

Tenggara, yang struktur Organisasinya sebagai berikut:







)

2)

3)

4)

3)

6)

8)

Gubernur Sulawesi Tenggara Sebagai Penangung Jawab Program
Dana Bahteramas Desa?Kelurahan.

Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembina
Program Dana Bahteramas Desa/kelurahan

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembina
Program Dana Bahteramas Desa/kelurahan

Sekertaris Daerah Provinsi sebagai tim koordinasi

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Scbagai tim
Koordinasi Program Dana Bahteramas

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi
Tenggara Sebagai Ketua Pelaksanaan Program Dana Bahteramas
Desa/kelurahan

Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya BPM Provinsi
Sulawesi Tenggara Sebagai Sekretaris Program Dana Bahteramas
Desa/Kelurahan

Anggota Tim Koordinasi Tingkat Provinsi seluruh SKPD Yang

telah di tetapkan.

Pelaku dikabupaten / Kota

D

Bupati / Walikota
Bupati /Walikota merupakan pembina tim koordinasi Program
Bantuan Dana Bahtcramas Kabupaten/Kota bertanggung jawab

atas pelaksanaan Program Dana Desa bersama DPRD. Bupati




C.

2)

/Walikota bertanggung jawab melakukan kaji ulang terhadap
Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa dan
melaporkan pada Gubernur

Tim Koordinasi Kabupaten / Kota

Tim Koordinasi Program Dana Bahteramas Kabupaten / Kota
dibentuk oleh Bupati / Walikota untuk melakukan pembinaan
administrasi dan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat pada seluruh
tahapan program.juga berfungsi memberikan dukungan koordinasi
antar sektor substansi pelayanan dan proses administrasi dan
tingkat Kabupaten / Kota dibantu oleh Sekretariat Program Dana
Bahteramas Desa/Kelurahan yang berkedudukan pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa, Kabupaten/Kota.

Pelaku Di Kecamatan

1y

2)

Camat

Camat Atas nama Bupati /Walikota berperan sebagai Pembina
Pelaksana Program,diwilayahnya di bantu Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa disamping itu Camat bertugas untuk membuat
Surat Penetapan Carnat Tentang usulan —usulan kegiatan yang
telah dimusyawarahkan di desa,untuk di danai melalui Program
Bantuan Dana Bahteramas Desa/Kelurahan.

Fasilitator Kecamatan



d.

Fasilitatot Kecamatan Adalah pendamping masyarakat dalam
mengikuti seluruh proses setiap tahapan kegiatan, adalah Kasi

PMD.

Pelaku di Desa / Kelurahan

Pelaku di Desa / Kelurahan adalah pelaku yang berkedudukan dan

berperan  dalam pelaksanaan Bantuan Dana  Bahteramas

Desa/Kelurahan meliputi:

1

2)

3

Kepala Desa / Lurah

Peran Kades / Lurah adalah sebagai pembina dan pengendali
kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Bantuan Dana
Bahteramas di Desa/ Kelurahan bersama BPD. Kepala Desa
Menyusun Peraturan Desa dalam rangka mendukung terjadinya
proses-proses perkembangan prinsip dan prosedur Dana
Bahteramas dalam rangka pengembangan dan pelestarian aset.
Sekertaris Desa / Lurah

Peran Sekretaris Desa / Kelurahan adalah sebagai
penanggungjawab verifikasi perencanaan program kegiatan dan
penganggaran yang telah disepakati berdasarkan penetapan
Musrenbang Desa/Kelurahan.

Badan Permusyaratan Desa ( BPD)

Berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dan setiap

tahapan alur kegiatan termasuk sosialisasi, Perencanaan,




Pelaksanaan dan Pelestarian. Selain BPD berperan  dalam
melegalisast atau mengesahkan Peraturan Desa yang berkaitan
dengan perkembangan dan pelestarian kegiatan. BPD Juga
mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat
Persetujuan membentuk kerjasama antar desa.

4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Berperan sebagai lembaga pengelola program /kegiatan dan
penganggaran setiap tahapan mulai dari sosialisasi, perencanaan
| Pelaksanaan dan Pelestarian.

5) Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Adalah bendahara yang telah di tunjuk sesuai ketentuan yang
berlaku dan bertanggung jawab sebagai pengelola administrasi
keuangan fisik dan nonfisik.

6) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD/K)
KPM adalah warga Desa/Kelurahan berjumlah 2 orang 3 yang
dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Desa/ Kelurahan
untuk memfasilitasi memandu masyarakat dalam mengikuti proses
tahapan kegiatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
dalam pemeliharaan ( Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.
Sultra, 2008)

2. Evaluasi Pelaksanaan Program




Mengenai evaluasi, William N. Dunn menjelaskan evaluasi adalah
prosedur analisis yang digunakan untuk menghasilkan informasi
mengenainilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di
masa depan.(William N. Dunn, 1998: 132)

Sedangkan menurut Herbert H. Hyman penelitian evaluasi adalah

prosedur penemuan fakta tentang aksi-aksi sosial yang direncanakan.

Dari definisi tersebut didalamnya mencakup dua substansi yaitu, aspek

konseptual: yaitu adanya hubungan aktivitas dengan tujuan yang

diinginkan, serta aspek metodologis yaitu bagaimana mengukur akibat—
akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas program. Selain itu

Tatang M. Arifin (1986: 116) mengemukakan definisi evaluasi adalah

proses menilai dan menetapkan keberhargaan (nilai) sesuatu dan

membandingkannya hasil karya atau peristiwa dengan tolak ukur atau
standar tujuan.

Dari pengertian—pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi

mengandung pengertian :

a. Dari sudut spesifikasi obyeknya berarti menilai hasil berbagai
macamprogram yang dilaksanakan pemerintah berkaitan dengan
problem-problem yang dihadapi masyarakat.

b. Dari sudut teknik penilaian merupakan cara untuk mengumpulkan
data—data yang diperlukan untuk menilai hasil dari program-program




¢. Dari sudut analisisnya akan dapat menunjukkan hasil akhir
(kesimpulan) dari kegiatan menilai program-program pemerintah
tersebut, apakah efektif atau tidak, mempunyai dampak positif lebih
besar daripada negatifnya atau sebaliknya.

M. T. Feurstein (1986: 8) menyatakan bahwa hasil evaluasi berarti
membantu mereka yang terlibat dalam banyak jenis program pengembangan
untuk menafsir nilai pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Menurut Feurstein
ada sepuluh alasan pokok melakukan evaluasi, yaitu :

a. Keberhasilan : Untuk mengetahui apa yang telah dicapai.

b. Mengukur kemajuan : Apakah sesuai dengan sasaran program.

¢. Memperbaiki monitoring : Agar managementnya lebih baik.

d. Mengetahui apakah usaha sudsh efektif : Perubahan apakah yang
ditimbutkan oleh program.

e. Identifikasi kekuatan dan kelemahan : Untuk memperkuat program.

f. Keuntungan biaya : Apakah biayanya masuk akal.

g Mengumpulkan informasi : Untuk merencanakan dan mengelola
aktivitas—aktivitas program secara lebih baik.

h. Berbagi pengalaman : mencegah orang lain tidak melakukan kesalahanyang
sama untuk mendorong mereka agar menggunakan metode yangsama.

i. Meningkatkan efektivitas : Agar lebih memberi dampak.

j. Memungkinkan perencanaan yang lebih baik : agar lebih sesuai

dengankebutuhan orang banyak khususnya masyarakat tingkat bawah.



M. T. Feurstein (1990) memberikan sembilan indikator yang digunakan
untuk menilai keberhasilan suatu program, yaitu :
1. Indikator Availabilitas
Indikator yang menunjukkan apakah sesuatu itu ada dan tersedia.
2. Indikator Relevansi
Indikator yang menunjukkan seberapa jauh sesuatu hal dapat dikatakan
relevan atau tepat.
3. Indikator Accesabilitas
Indikator yang menunjukkan apakah sesuatu itu benar-benar dapat terjangkau
oleh mereka yang memerlukan.
4, Indikator Kebergunaan
Indikator ini menunjukkan sejauh mana sesuatu yang telah disediakan dipakai
untuk tujuan semula.
5. Indikator Ketercakupan
Indikator yang menunjukkan apakah proposi mereka yang memerlukans
esuatu itu dapat menerimanya.
6. Indikator Kualitas
Indikator yang menunjukkan kualitas atau standar tertentu.
7. Indikator Usaha
Indikator yang menunjukkan apa dan berapa banyak yang diinvestasikan
untuk mencapai sasaran — sasaran.

8. Indikator Efisiensi



Indikator ini menunjukkan apakah sumber-sumber daya dan aktivitas
aktivitastelah dimanfaatkan dengan cara yang terbaik.

9. Indikator Dampak
Indikator yang menunjukkan apakah sesuatu yang telah dilakukan itubenar-
benar menimbulkan perubahan.

Ripley (1985) dalam bukunya Samudra Wibawa dkk, (1994: 8-9)
menjelaskan beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi
adalah sebagai berikut :

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses didalam pembuatan
kebijakan ?

2. Apakah prosedur pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi
prosedur? -

3. Apakah program didesain secara logis ?

4. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk
mencapai tujuan ?

5. Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut ?

6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi ?

7. Apakah vang digunakan dengan jujur dan tepat ?

8. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang
didesain program ?

9. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran?

10. Apa jenis dampaknya ?




11. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan,
terhadap masyarakat ?

12. Kapan tindakan program yang dilakukan dan dampaknya diterima oleh
masyarakat ?

13. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan ?

Sementara itu menurut Kasley dan Kumar menyarankan tigapertanyaan berikut :

1. Siapa yang akan memperoleh akses terhadap input dan output proyek?

2. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut ?

3. Bagaimana proyek tersebut mempengeruhi perilaku mereka ?

Samudra Wibawa dkk, (1994: 9)

Pada dasarnya inti dari pendapat—pendapat tersebut adalah sama, yakni
bahwa evaluasi perupakan proses penilaian untuk mengukur performance
danhasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang telah ditentukan
sebelumnya, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan program di masa mendatang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program dilakukan untuk
mengetahui proses kerja dari pelaksanaan program, apakah program
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program yang telah ditetapkan,
dan untuk mengetahui sejanh mana program yang telah dilaksanakan berhasil

memberikan dampak atau manfaat bagi kelompok sasaran dari program tersebut.



H. Pengawasan Program Penyaluran Banfuan Dana Bahteramas.

Pengawasan Merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk
mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan
suatu Lembaga memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
atau sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam lembaga yang bersangkutan:

Pengertian Pengawasan menurut definisi yang dikemukakan S.P Siagian

| dalam bukunya “Filsafat Administrasi “ menyatakan bahwa:
“Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi atau perusahan untuk menjamin agar
supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai
dengan remcana yang telah ditentukan sebelumnya” (S.P Siagian,
1982:107).

Dengan memperhatikan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa
pengawasan merupakan proses pengamatan daripada seluruh kegiatan
perusahaan atau organisasi yang tidak secara langsung mencapai tujuan yang
telah ditentukan, akan tetapi merupakan proses penggabungan berbagai jenis
kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh para anggota organisasi sehingga
diperlukan pengamatan mengenai aktivitas-aktivitas guna menjamin agar
berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Terry Dalam bukunya yang bukunya yang berjudul “principil
of Management” telah merumuskan pengertian pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan adalah proses menentukan apa yang dicapai, menilainya dan

jika perlu mengambil tindakan koreksi agar pelaksanaan dapat berjalan
menurut rencana” (G. R. Terry, 1965:36)




Sementara definisi lain yang dikemukakan oleh Dr. Arifin Abdulrachman
dalam bukunya “Kerangka Pokok-pokok manajemen”mengatakan
“Pengawasan adalah kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahuihasil
pelaksanaan kesalahn-kesalahn, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan
mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah
ditetapkan “,(Ibrahim Lubis, 1985:1 30).

Dari berbagai pendapat serta definisi dapat disimpulkan bahwa
kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi secara periodik
untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan rencana.
Tujuan Pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan apakah
sesuai dengan prinsip dan prosedur serta untuk melihat kinerja pelaku
Program Dana Bahteramas
1. Pengawasan Pengelolaan Program Dana Bhateramas Dan Masyarakat

pengguna bantuan :

a. Pengawasan Masyarakat
Pengawasan Masyarakat di maksud adalah mengawasi terhadap
pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Masyarakat adalah pemilik proses dan suatu kegiatan program, dan
mereka bertanggungjawab untuk mengawasi proses kegiatan,
Masyarakat diberi kesempatan pntuk memilih dan membentuk
kelompok-kelompok /Tim khusus yang akan melakukan pengawasan
melalui Forum Musyawarah Desa . Semua anggota kelompok berasal
dari masyarakat desa / Kelurahan terdiri dan warga dusun / RW dan

merupakan tokoh masyarakat / tokoh adat, tokoh agama, untuk



mengawasai pelaksanaan kegiatan Program Dana Bhateramas di Desa
/ Kelurahan Masing-masing.

b. Pengawasan Fungsional
Pengawasan dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga Pengawasan Pemerintah secara berjenjang, DPRD Provinsi
Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan
Desa/Kelurahan secara periodik.

c. Pengawasan oleh pihak lain
Penagawasn di maksud adalah pengawasan yang dilakukan secara
independen, oleh organisasi atau pihak lain seperti Lembaga
Keswadayaan Masyarakat untuk Melihat pelaksanaan Program

Bantuan Dana Bahteramas.

I. Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam kamus Webster Abdul Wahab (2008) pengertian

Implementasi diramuskan secara pendek dimana:
“ To implementasi” (mengimplementasikan), berarti “to provide
means for carryng out, to give pratical effect to” (menyajikan alat
bantu untuk melaksanakan menimbulkan dampak /berakibat sesuatu).
Dalam studi kebijakan publik di katakan abdul wahab (2008). Bahwa
implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme
penjabaran keputusan_keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin

melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi



menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari
suatu kebijakan, olch karena itu tidaklah terialu salah jika di katakan bahwa
implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam

keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah
sebagaimana yang diungkapkan oleh jones (1996) dimana implementasi
diartikan sebagai “getting the job done” dan ‘doing it"tetapi di balik
kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan
merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.
Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat yang antara lain : adanya
yang sering disebut dengan rescurce lebih lanjut jones (1996) merumuskan
batasan implementasi- sebagax proses penerimaan sumber daya tambahan,
sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Hom yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008)

Mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :
“Policy implementation encompasses those actions by public and
private individuals ( and groups) that are directed at the achievement
of goals and objectives set fort in prior policy decisions ¥

Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah

tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

‘ kebijaksanaanya sebelumnya.




Selanjutnya Tachjan (2006) mengatakan implementasi kebijakan
publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah
kebijakan ditetapkan/disetujui. Lebih lanjut dikatakan  (2000), bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan alat administrasi, dimana berbagai
aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan kemudian
dikatakan bahwa pemerintah harus mampuuntuk memecah persoalan-
persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut widodo (2006) implementasi kebijakan adalah suatu proses
yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan
kemampuan organisasioﬁal yang dilakukan oleh pemerintah. maupun swasta
(individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh pembuat kebijakan, selanjutnya dikatakan pelaksanaan
kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (outputs),
keuntungan (outcomes), dan manfaat (benefit) serta dampak (impact) yang
dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups)

Implementasi kebijakan publik menurut Jones yang dikutip oleh
widodo (2006) terdapat tiga macam aktivitas antara lain sebagai berikut:

1. Organization, tha establishmentnor reamangement of resource, units,
and methods for putting a policy into effect
2. Interpretation, the transtation of laguage (often contained in a statute)

into acceptable and feasible plans and directives



3. Application: the routine provision of service, payments, or other agree
objective or instrument.
Akfivitas organisasi merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali
sumber daya (resources), unit-unit (units) dan metode-metode (methods) yang
mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil
(Outcome) sesuai den gan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara
rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan
yang ada schingga dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah merupakan
proses yang memerlukan tindakan-tindakan dari pengorganisasian, interpretasi
dan aplikasi
Dalam proses implementasi kebijakan terdapat beberapa hambatan
yang dikemukakan oleh keban (2004) antara lain :
1. Hambatan Politik
2. Ekonomi
3. Ketidak mampuan sumber daya manusia teknis dan administrasi.
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu
7. System informasi yang kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor ,

9, Dukungan yan g berkesinambungan.



Menurut  Mustopadidjaja  (2003), beberapa faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu;
1. Ketetapan kebijakan itu sendiri
2. Konsistensi dan efektivitaspelaksanaannya
3, Terjadi tidaknya perkembangan diluar perkiraan.

Berdasarkan pandangan tersebut di ata, dapatlah disimpulkan bahwa
proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
perilaku  badan-badan administrasi yang bertangung jawab untuk
melaksanankan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok
sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-
kekuatan politiit, ekonomi, dansosial yang langsung atau tidak langsung dapat
mempengaruhi perilaku dari semua pibak yang terlibat, dan pada akhirnya
berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang
tidak diharapkan (unintended/negative effect).

Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksud untuk
memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang
timbul dari program kebijakan itu di samping ituimplementasi kebijakan tidak
hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-

faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.




J. Teori Implementasi

a.

Teori Implementasi menurut Goggin :

Menurut Teori Implementasi Goggin (1990) bahwa hubungan antara variabel

implementasi kebijakan beras miskin dipengaruhi oleh dorongan dan kendala

dari pemerintah pusat dan daerah (sebagai variabel pengaruh dan dipengaruhi)
oleh hasil keputusan pemerintah daerah dan kapasitas pemerintah daerah

(variabel antara) serta dipengaruhi oleh implementasi pemerintah daerah

(variabel tergantung).

Implementasi secara langsung di pengaruhi

1. Dorongan dan kendala pemerintah pusat dalam menentukan keluasan
tujuan, spesifikasi sasaran dana dan sumber dana, peleaksana/
implementor, manajemen program, ukuran kinerja’/keberhasilan.

2. Dorongan dan kendala pemerintah daerah dalam soal yang sama dengal;

pemerintah pusat utamanya outcomes keputusan pemerintah daerah dan
kapasitas kemampuan pemerintah daerah.
Teori Implementasi menurut Chemma GS dan Rondinelly (2005) bahwa
kinerja dan dampak implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan dan karakteristik/kapabilitas instansi pelaksana (petugas,
implementor), dan secara tidak langsung (variabel antara) implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antara organisasi dan sumber daya
organisasi.

Yang termasuk faktor lingkungan yang banyak berpengaruh :



. Tipe sistem politik, yaitu kalkulasi kekuasaan, kepentingan, strategi
aktor yang terlibat baik pusat, regional dan lokal.

. Struktur pembuat kebijakan

. Karakteristikx struktur politik lokal (sifat regim yang berkuasa),
kemampuan institusi pemda sebagai pelaksana.

. Kendala sumber daya yaitu kepatuhan dan daya tanggap birokrasi
pemda ketika mengimplementasikan kebijakan harus patuh terhadap
tujuan dan sasaran kebijakan.

. Sosio kultural masyarakat sasaran harus direspon diperhatikan untuk
menjamin kebutuhannya dengan memperhatikan informasi umpan
balik.

. Tersedianya infrastuktur fisik yaitu terutama kondisi jalan, jarak, baik
atau rusak.

Kondisi lingkungan menurut Chemma dan Rondinelly (2005)
akan mempengaruhi hubungan antara organisasi dan sumber daya
organisasi, yang termasuk faktor hubungan antar organisasi yaitu :

1. Kejelasan dan konsisten sasaran program

2. Pembagian fungsi antara instansi yang pantas

3. Standarisasi prosedur perencanaan anggaran, implementasi dan
evaluasi

4. Ketepatan, konsisten dan kualitas komunikasi antar instansi

5. Efektivitas jaringan untuk mendukung program.



Yang termasuk faktor yang mempengaruhi implementasi sumber daya
organisasi yaitu :

1. Kontrol terhadap sumber dana

2. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program
3. Ketetapan alokasi anggaran

4. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran

5. Dukungan pemimpin politik pusat sampai daerah

b. Teori Implementasi Menurut Grindle (1980)

Teori Implementasi Menurut Grindle (1980) bahwa dua

komponen yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan,

_faktor isi kebijakan yang meliputi variabel — variabel pihak yang

kepentingannya di pengaruhi jenis manfaat, letak pengambilan
keputusan, pelaksanaan program dan sumber-sumber yang disediakan.
Faktor konteks kebijakan yang meliputi variabel kekuasaan,
kepentingan dan strategi.

Berdasarkan teori Grindle (1980) maka Implementasi
kebijakan akan di pengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan
kebijakan yang termasuk isi kebijakan menurut Grindle meliputi :

1. Kepentingan yang terkena kebijakan
2. Tipe kemanfaatan
3. Sejauh mana program publik mampu menyebabkan perubahan pada

aspek sosial, ekonomi dan politik



4. Letak kebijakan itu dibuat
5. Implementor program
6. Sumber daya yang tersedia
Sedangkan yang termasuk lingkungan implementasi menurut Grindle
meliputi :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik institusi dan regim

3.  Kepatuhan daya tanggap

Untuk outcomes meliputi :

1.  Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok

2. Adanya perubahan-perubahan dan penerimaan

Adapun yang termasuk faktor yang berpengaruh dilingkungan implementasi:

1. Siapa yang berkuasa, berkepentingan, yang terlibat dalam implementasi
kebijakan beras miskin adalah instansi pelaksana baik pusat, regional, lokal
kecamatan dan desa/kelurahan. Mereka terlibat dalam konflik siapa mendapat
apa. Konflik ini ditentukan dan dipengaruhi oleh kalkulasi kepentingan,
strategi/metode,sumber daya’kemampuan instansi pelaksanaan

2. Karakteristik institusi dan regim. Kemampuan, kepatuhan institusi
pelaksana/implementor kebiojakan bantuan /distribusi kebijakan akan
berpengaruh suksesnya implementasi kebijakan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap instansi pelaksana terhadap tujuan dan

sasaran kebijakan elite politik harus mendukung. Responsivitas kebutuhan



kelompok yang terkena program (target group) akan berpengaruh terhadap
implementasi, apakah target group dapat merasa puas dengan terpenuhinya
kebutuhan sebagai target group. Sedangkan yang termasuk hasil, dampak dari
sebuah kebijakan dampak terhadap masyarakat, individu dan kelompok serta
adanya perubahan yang lebih baik. Untuk lebih jelasnnya tentang teori

implementasi menurut Grindle dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Tujuan
kebijakan
Aktivitas implementasi dipengaruhi oleh :
I a. 15l kebijakan
1. Kepentingan yang terpengarubi
Tujuan yang 2. Manfast yang dihasiikan
ingin dicapal 3. Derajat perubahan yang "“: D";“;‘p*j"‘"w.'
diharapkan masyarakat.
4, Kedudukan pembuat kebijkan {individu dan
I 5. Pelaksana program — kelompok)
Program aksl 6. Sumber daya yang dikerahkan b. Perubshan dan
dan 4 b.  Komeks implementasl penerimaan
IndhAdD yang 1. Kekuasaan, kepentingan dan masyarkat
Sdesain dan strotegl aktor yang tedibat
fiblayal 2. Xarakteristik lembaga
penguUasH
Apakah program yang
dijslankan sesual yang
direncankan
Keberhasiian implementas] kebilakan ||

Gambar: Teori Griadie (1960)




BABIII

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis,Demografi,Dan Potensi Wilayahnya
Kabupaten Kolaka Utara Adalah salah satu daerah Tingkat II di Propinsi
Sulawesi Tenggara, Indonesia dengan ibu kota Lasusua, Kabupaten ini
merupakan hasil pemekaran dari kabupaten kolaka yang di sahkan dengan UU
Nor;lor 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember tahun 2003
1. Geografi
Dalam bagian ini dikemukakan secara singkat tentang geografi
kabupaten Kolaka Utara,Utamanya Aspek geografi yang erat kaitannya
dengan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah tersebut.Aspek-aspek
geografis yang di maksud adalah sebagai berikut.

a. Letakdan Luas Secara geografis terletak memanjang dari utara ke

selatan berada di antara 2.00° Lintang Selatan dan membentang dari Barat
ke Timur diantara 122.045° — 124.060°BujurTimur,berbatasan ~ dengan:
« Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
o Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
« Sebelah Selatan : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tengara
» Sebelah Barat : Teluk Bone

b. Keadaan Alam dan iklim
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Kabupaten Kolaka Utara mempunyai ketinggian umumnya dibawah
1.000 meter dari permukaan laut dan berada di sekitar daerah
khatulistiwa maka daerah ini beriklim tropis. Suhu udara minimum
sekitar 10°C dan maksimum 31°C atau rata-rata antara 24°C - 28°C
Kabupaten Kolaka Utara memiliki beberapa sungai yang tersebar pada 6
(enam) Kecamatan, Sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi
yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri,
kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata
Dipandang dari sudut oceanografi memiliki perairan (laut) yang sangat
luas yaitu diperkirakan mencapai + 5.000 km2. Perairan ini masih belum
begitu dimanfaatkan secara optimal walaupun potensial untuk usaha
perikanan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Lambai
NO | Kelurahan/ Desa Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan

2 | Latawaro 597 494
3 | Lapasi-pasi 429 452
4 | Raoda 388 293
5 | Woise 344 399
7 | Tebongeano 200 215

Jumliah 3167 2916

Sumber : Kantor Kecamatan Lambai, Oktober 2011




Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumiah penduduk jenis kelamin
perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk jenis kelamin
laki-laki dikecamatan

2. Potensi Wilayah
a. Pertanian, perkebunan dan kehutanan

Dari jenis tanaman bahan makanan, produksi paling besar pada tahun 2005
adalah produksi padi sawah sebesar 12.701 ton atau 78,51% dari total
produksi dari jenis tanaman bahan makanan, diikuti padi ladang sebesar
1.313 ton atau 8,12% ubi kayu sebesar 928 ton atau 5,74%, ubi jalar 816
ton atau 5,04%. Dari seluruh jenis tanaman bahan makanan yang paling
terkecil produksinya adalah kacang kedelai.

Pada tahun 2005 dari beberapa jenis produksi seluruh tanaman perkebunan
rakyat, lima jenis perkebunan rakyat merupakan lima terbesar hasil
produksinya, yaitu : coklat sebesar 55.978,38 ton atau 86,76% dari seluruh
produksi tanaman perkebunan rakyat, kelapa sebesar 5.116,99 atau 7,93%,
cengkeh sebesar 2.706,65 atau 4,20%, kopi sebesar 286,33 atau 0,44%,
jambu mete sebesar 187,61 atau 0,29%. Dari luas hutan 2005 seluas
257.434,29 Ha, kecamatan yang memiliki hutan terluas adalah Kecamatan
Batu Putih seluas 104.4247,29 Ha atau 40,56% dan luas hutan terendah

adalah Kecamatan Ngapa seluas 9.976,47 atau 3,88%.



b. Peternakan dan Perikanan

Jenis populasi temak yang dikembangkan terdiri dari ternak besar, ternak

kecil dan ternak unggas. Untuk ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda,

sedangkan ternak kecil adalah kambing, domba, dan babi serta ternak

unggas meliputi ayam kampung dan ayam ras serta itik. Pada tahun 2005

produksi ikan tercatat sebesar 6.938,20 ton terdiri dari produksi ikan laut

5.737,0 ton dan produksi ikan darat 1.201,2 ton dengan produksi ikan

tertinggi berada di Kecamatan Pakue sebesar 2.361,30 ton.

Tabel 2
Struktur Pemerintah Kecamatan Lambai
No Jabatan Jumilah
1 | Camat 1 Orang
2 | Sekretaris Kecamatan 1 Orang
3 | Kepala Seksi PMD (pemberdayaan 1 Orang
masyarakat desa)
4 | Bendahara Kecamatan 1 Orang
5 {PLKB 1 Orang
6 | Staf Kecamatan 5 Orang
Jumlsh 10 Orang

Sumber : Kantor Kecamatan Lambai, Oktober 2011

Kecamatan Lambai dalam wilayah administrasi dan pengelolaanya di pimpin

oleh seorang Camat dan dibantu aparat pemerintahan lainnya yang bekerja di

Kantor Kecamatan. Diantaranya didukung dengan staf kecamatan dengan

tamatan SMU hingga S1, sementara bagian pemberdayaan masyarakat juga

dipimpin oleh seorang kepala bidang. Untuk membantu dan menyelesaikan

masalah administrasi kecamatan, Camat di bantu seorang sekertaris camat.




Tabel 3.
Daftar Desa penerima dana bahteramas Tahun 2009- 2011 di Kecamatan

Lambai Kabupaten Kolaka Utara.
NO Kelurahan/ Desa Pg‘:;‘:‘;g::‘

1 | Lambai Menerima

2 | Latawaro Menerima

3 | Lapasi-pasi Menerima

4 | Raoda Menerima |
5 | Woise Menerima

6 | Woitombo Belum Menerima

7 | Tebongeano Belum Menerima

Sumber Data : Arsip Kecamatan Lambai, Oktober 2011

Dari Tabel - 3, beberapa Desa telah menerima dana bahteramas yang
merupakan Desa dengan keadaan tertinggal dari sarana public, sementara
dari dua desa terakhir yaitu Desa Woitombo dan Desa Tebongeano belum
menerima dana bahteramas karena desa tersebut merupakan Desa yang baru

di mekarkan , sehingga belum memenuhi kriteria penerimaan.



BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Penyaluran Dana Bahteramas
Implementasi program Bahteramas oleh pemerintah Kecamatan yang
kemudian di salurkan lansung kedesa sesuai dengan proposal pengajuan dana
Bantuan, Mekanisme penyaluran selama ini dilakukan dalam empat tahap yaitu
tahap pertama sebanyak 25% dari total bantuan yang bemnilai Rp100.000.000.
bentuk pengajuannya dilakukan oleh bendahara Bahteramas di Desa. Penujukan
bendahara Bahteramas di Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau pemerintah
Kecamatan untuk bersama sama menjadi panitia atau kelompok kerja
Pelaksanaan Bahteramas di daerah.
Tahapan pelaksanaan penyaluran dana Bahteramas terdiri atas :
a. Pembentukan Panitia Pengelolaan Dana Bahteramas
Panitia pengelolaan dana bahteramas terdiri dari unsur masyarakat,
pemerintah desa. Kelompok kerja di Desa selanjutnya berkordinasi dengan
pemerintah kecamatan untuk melakukan penyusunan rencana Program
bersama
b. Pembuatan dan penyusunan Rencana Program Alokasi Dana Bahteramas di Desa

Rencana program disusun berdasarkan hasil rapat panitia dengan menerima
masukan dari masyarakat, rencana kerja desa dan program yang dianggap
penting dan mendesak.

¢. Pengusulan Rencana Program
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Rencana program merupakan usulan kegiatan Desa untuk mendapatkan
pembiayaan dana Alokasi dana Bahteramas
d. Pencairan Dana 25% dalam 4 Tabap
Mekanisme penyaluran dilakukan dengan memasukkan laporan rencana
kegiatan dan untuk tahap berikutnya dalam pencairan 25% tahap 2 setelah
pemerintah desa atau panitia memasukkan laporan progress pelaksanaan
e. Pelaksanaan program
Pelaksanaan kegjatan dilakukan secara swakelola oleh _pemerintah desa
bersama dengan masyarakat. untuk kegiatan fisik misalnya pembangunan
Gedung Pertemuan atau Drainase, biasanya pemerintah Desa menunjuk
tukang atau tenaga ahli dalam bidang fisik.
f. Pelaporan
Laporan terdiri dari laporan progress pelaksanaan kegiatan dan laporan
penggunaan anggaran. Struktur laporan juga memuat kebutuhan rencana
kerja selanjutnya.
penelitian Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Dana Bahteramas
Oleh pemerintah di kecamatan Lambai antara lain melihat apakah seluruh seluruh
masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, peneleti sajikan dalam

tabel sebagai berikut :




Tabel 4
Jawaban Responden terkait Keterlibatan dalam Program Bahteramas

No R‘;ﬂﬁg‘:::l?:;i tI: :;g:l:m Frekuensi (F) Persentase %
i Sangat Terlibat 15 30
2 Terlibat 10 20
3 Kurang terlibat 5 10
4 Tidak terlibat 5 10
5 Sangat tidak terlibat 15 30
jumlah 50 160

Sumber : Hasil Olah Data Kuisioner, November 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat tidak terlibat
dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan dana bahteramas di kecamatan
Lambat Hal ini dapat dilihat dari 50 responden 15 responden (30%) menyatakan
bahwa Sangat Terlibat, 10 responden (20%) mengatakan dirinya terlibat, 5
responden (10%) kurang terlibat, 5 responden 10% mengatakan tidak terlibat serta
15 responden (30%) mengatakan sangat tidak terlibat,

Jumlah skor yang ideal artinya pelaksanaan program bantuan dana
bahteramas bila memperoleh skor 50 x 5 x 3 = 750. Sedangkan nilai yang
terburuk adalah 50 x 1 x 3 = 150. Hasil yang di peroleh dari responden mencapai
skor 461, dan dari jumlah sekor ini dapat dilihat bahwa secara umum kualitas
pelaksanaan penyaluran Banatuan Dana Bahteramas 50 responden adalah 461 :

750 x 100% Hasilnya 62% secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :




SE E KE TE STE

750 600 461 450 300 150

Skala Penilaian responden terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan
Dana Bahteramas Total Skro yang di capai = 461 berada antara Efektif (E) dan
kurang Efektif (KE) dalam hal ini hasil mendekati kurang efektif.

Hasil jawaban responden keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan
Penyaluran Program Bantu'an Dana Bahteramas tidak semua masyarakat di
libatkan dalam program ini, namun, ada beberapa masyarakat yg berperan dalam
pelaksanaan program bantuan dana bahteramas dan itu berdasarkan penunjukan
langsung oleh aparat pemerintah Kecamatan/Desa. Penunjukan seseorang untuk
terlibat dalama program bahteramas di dasarkan pada kesediaan dan kemampuan
bekerja teknis administrasi di Kecamatan dan Desa, dan tidak semua warga
terlibat oleh karena mengingat kapasitas sumberdaya manusia dan pembiayaan
program yang rendah, sebagaimana dituturkan oleh : Amrul Jaya selaku
Bendahara Bahteramas Desa Lambai.

Adapun Pelaksanaan Program Bantuan dana Bahteramas dapat dilihat
pada hasil penelitian seperti yang dilampirkan pada tabel responden yang

ditanyakan melalui angket/kuesioner dapat dijelaskan.




Faktor yang mengakibatkan kurang ecfektifnya pelaksanaan Program
Bantuan Dana Bahteramas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Jawaban responden terkait penyaluran Dana Bahteramas

Jawaban Responden Terkait | Frekuensi
NO Penyaluran Dana 1)) Persentase%
BAHTERAMAS

1 Sangat Efektif

2 Efektif 5 10

3 Kurang Efektif 20 40

4 Tidak Efektif : 25 50

5 Sangat Tidak Efektif -

50 100

Sumber : Hasil Olah Data Kuisioner, November 2011

Hasil data di atas menunjukkan bahwa dari 50 orang di jadikan responden,
5 responden (10%) menyatakan efektif, 20 responden (40%) kurang dan 25
responden menyatakan tidak efektif ini di karenakan penyaluran Bantuan dana
bahteramas dalam pencairan tidak mencapai jumlah yang sudah ditentukan. Hal
ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap berjalannya program masih
rendah oleh karena program dianggap lebih banyak berjalan tidak efekiif. Tidak
efektif berkaitan dengan indikasi adanya dana yang tidak cukup sesuai dengan

jumlah bantuan yang sampai di desa, schingga program tidak berjalan efektif.

Hasil Implementasi Program Penyaluran Dana Bahteramas

Dalam pelaksanaan Bahteramas, berdasarkan hasil penelitian sebagian

besar responden mengatakan pelaksanaan penyaluran tidak berjalan efektif, Hal



ini diindikasikan oleh karena tidak transparannya pengelolaan anggaran datam
bentuk mensosialisasikan atau mengadakan rapat akan pemakaian anggaran.

Adapun hasil Pelaksanaan Program Bantuan dana Bahteramas dapat
dilihat pada hasil penelitian seperti yang dilampirkan pada tabel responden yang
ditanyakan melalui angket/kuesioner dapat dijelaskan.

Adapun faktor yang mengakibatkan kurang efektifnya Hasil dari program
Penyaluran bantuan dana bahteramas adalah bayaknya permasalahan yang di
hadapi di lapangan seperti hasil wawancara dengan responden, seperti penentuan
bangunan,penentuan anggaran yang kan di pakai serta keterlibatan masyarakat di

dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dana tersebut, seperti pada tabel-tabel

berikut ini :
Tabel 6
Jawaban Responden terkait mengetahui sasaran program
NO Jawaban Responden Terkait Sasaran Frekuensi | Persentase
Program Bantuan Dana Bahteramas (3] (%)
1 | Sangat Tahu 20 40
2 | Tahu 10 20
3 | Kurang Tahu 10 20
4 | Tidak Tahu 5 10
5 | Sangat Tidak tahu 3 10
Jumiah S50 100
Hasil Olah Data, November 2011

Dari tabel tersebut diatas, 20 responden 40% mengatakan bahwa sangat
tahu dengan sasaran Pelaksanaan Penyaluran Program bantuan dana bahteramas
lebih kepada pembangunan fisik,dan 10 responden (25%) tahu, 10 reponden 20%

menyatakan kurang tahu, 5 reponden 10% mengatakan tidak tahu, 5 responden 10




% sangat tidak tahu. Dari data Wawancara dengan warga Desa Lambai, Yusuf
Nur 27 Tahun , juga memperkuat hasil diatas, dimana sebagian besar warga
mengetahui Program Bahteramas oleh karena program telah dikampanyekan telah
lama dan memang menyéntuh dan memberi solusi di daerah tertinggal seperti
Kecamatan Lambai.

Jumlah skor yang ideal artinya pelaksanaan program bantuan dana
bahteramas bila memperoleh skor 50 x 5 x 7 = 1750. Sedangkan nilai yang
terburuk adalah 50 x 1 x 7 = 350. Hasil yang di peroleh dari responden mencapai
skor 1292, dan dari jumlah sekor ini dapat dilihat bahwa secara umum kualitas
pelaksanaan penyaluran Bantuan Dana Bahteramas 50 responden adalah 1292 :
1750 x 100% Hasilnya 74% secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut

SE E KE TE STE

T DUJ A
— 1 1 | |

1750 1500 1292 900 750 350

Skala Penilaian responden terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan
Dana Bahteramas Total Skor yang di capai = 1292 berada antara Efektif (E) dan
kurang Efektif (KE) dalam hal ini hasil mendekati kurang efektif.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa implementasi dari

program bantuan dana bahteramas lebih kepada pembangunan fisik dalam



penentuan pembangunan masih terdapat ketidak sesuaian dalam penentuan

pembangunan maupun penentuan dana pembangunan seperti tabel di bawah :

Jawaban Responden tentang Kesesrflz?aclt ;’enenman Anggaran Pembangunan
NO Jawaban Responden Terkait Penentuan Frekuensi | Persentase
Anggaran Pembangunan 1)) %
1 [ Sangat Sesuai 5 10
2 | Sesuai 6 12
3 | Tidak sesuai 24 48
4 | Kurang Sesuai 10 20
5 | Sangat Tidak Sesuai 5 10
Jumlah 50 100
Hasil Olah Data, November 2011

Dari tabel di atas menunjukan bahwa 5 responden atau 10% yang
menjawab sangat sesuai karena pada dasamya sasaran dari bantuan dana
bahteramas lebih kepada fisik, dan 6 responden atau 12% menjawab sesuai, serta
24 48% menjawab tidak sesuai, ini di karenakan pembangunan tidak sesuai
dengan apa yang masyarakat mau, serta dana pembangunan bukan dari dana

bahteramas itu sendiri melainkan dana add desa serta sumber lainnya.

™ || KS STS
25o|2 150l 50

Dari skala Likert terlihat bahwa tingkat kesesuaian penyaluran dana

bahteramas menunjukkan adanya kepercayaan yang rendah terhadap pengelolaan



dana bantuan bahteramas, dimana didapatkan persentase 34% dan skor berada
dibawah tidak sesuai yaitu 146.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan seorang informan yang
tidak mau dituliskan namanya, mengatakan bahwa dalam penentuan
pembangunan untuk bantuan dana bahteramas memang sumber dananya tidak
semua menggunakan dana bantuan bahtramas melainkan ada sumber dana lain,
karena pencairan dana bantuan bahteramas tidak berturut-turut di lakukan
melainkan dengan bertahap dan melampirkan pertanggung jawaban peiaksanaan
pembangunan di program sebelumnya guna kelancaran Bnatuan dana bahteramas

berikutnya.




Tabel 8
Jawaban Responden Terkait Kualitas Pembangunan

NO Jawaban Responden Terkait kualitas Frekuensi | Persentase

Pembangunan ) %

1 | Sangat Bagus 10 20

2 | Bagus 5 10

3 | Kurang Bagus 20 40

4 1 Tidak Bagus 15 30

5 | Sangat tidak Bagus 0 0
Jumlah 50 100

Hasil Olah Data, November 2011

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 10 responden atan 20% menjawab
kualitas pembangunan sangat bagus, 5 orang atau 10 % bagus,20 orang 40%

mengatakan kurang bagus, serta 15 atau 30% mengatakan tidak bagus.

s8 | 8 || xe | sTB
250 | 200 |‘I! 150 | 100 50
160

Untuk skala likert terkait kualitas pembangunan dari alokasi dana

Bahteramas, didapat skor senilai 160 atau kategori antara kurang baik dan baik

dengan persenntase mencapai 31%.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Abdullah umur 30
Tahun, responden dari Desa Lapassi passi, bahwa kualitas bangunan tidak bagus,
di karenakan kurangnya perawatan serta pemeliharaan dari pemerintah setempat

sehingga bangunan tidak berkualitas.



Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh sumber daya manusia
yang disediakan, dalam petunjuk teknis program Bantuandana bahteramas telah di
tentukan tujuan memberdayakan sumber daya manuasia yang ada, sehingga tidak
menggunakan lagi sumber daya manusia dari luar melainkan masyarakat yang ada
dalam lingkungan penerima bantuan.
Tabel 9

Jawaban Responden Terhadap Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam Implementasi Program Bantuan Dana BAHTERAMAS

Jawaban Responden Terbadap .
Pengaruh Sumber Daya Manuasi (SDM) Frekuensi | Persentase
NO . S
Dalam Implementasi Program Bnatuan ) Yo
Dana BAHTERAMAS
1 | Sangat Berpengaruh 25 50
2 | Berpengaruh | £ 30
3 | Kurang Berpengaruh 5 10
4 | Tidak Berpengaruh 5 10
5 | Sangat Tidak berpengaruh 0 0
Jumlah 50 100
Hasil Olah Data, November 2011

Dari tabel di atas diketahui bahwa 25 responden atau 50% menjawab
Sumber Daya Manusia dalam implementasi program Bnatuan dana bahteramas
sangat mempengaruhi, kemudian 25 responden atau 30% menjawab
mempengaruhi, selanjutnya 5 responden atau 10% menjawab kurang

mempengaruhi,dan 5 orang atau 10% orang menjawab tidak mempengaruhi.
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Dari tabel dan skala Likert terlihat adanya kategori yang menunjukkan
bahwa kualitas sumberdaya manusia memiliki pengaruh terhadap pengelolaan
dana bahteramas, dimana angka skor skala likert mencapai 210, dengan interval
antara Baik dan Sangat Baik. Dikatakan juga bahwa sumber daya manusia dalam
proses implementasi bantuan dana bahteramas sangat perlu, seperti keterlibatan
dalam panitia program atau keterlibatan dalam pembuatan bangunan serta
pemeliharaan,

C. Manfaat Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyaluran Dana

Bahteramas
Berdasarkan dari implementasi program Bahteramas melalui penyaluran
dana Bahteramas yang lansung ke Desa, telah menunjukkan adanya harapan baru
dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Lambai karena
program ini cukup mendapat sambutan yang baik oleh masyaral;at kecamatan

lambai sesuai dengan tabel di bawah sebagai berikut :




Tabel 10
Jawaban responden terkait Persepsi Kesenanan Hadirnya program bahteramas

o | R R T et | P
Program BAHTERAMAS
1 Sangat Senang 30 )
2 Senang 20 0
3 Kurang seriang 0 0
4 | Tidak senang 0 0
5 | Sangat tidak senang 5 5
Jumlah 50 100

Hasil Olah Data, November 2011
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 30 responden (60%) sangat senang

dengan adanya pogram bahteramas ini, 20 responden (40%) sangat senang hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan lambai senang dengan adanya
program ini, namun yang mereka keluhkan adalah masalah transparansi tentang

penyelenggaraan program penyaluran bantuan dana bahteramas.

ss ||l s | x5 | 1 | s
250 U 200 | 10 | 100 | 50
230

Dari persepsi kesenangan responden terkait hadimya program dapat

diketahui dari skala likert, yaitu dengan skor 230, atau mendekati Sangat Senang
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dengan skor tertinggi 250. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menerima

dengan baik hadimya program dana bahteramas.

Olehnya itu Harapan responden terkait dengan keberlanjutan program

menginginkan adanya perbaikan manajemen pengelolaan kegiatan yang dimulai

dari sosialisasi, pelibataan masyarakat, penyaluran yang transfaran dan

peningkatan pengawasarn.
Tabel 11
Jawaban Responden terkait upaya perbaikan program
Jawaban Responden Terkait
No Upaya Perbaikan Program Frekuensi (f) Persentase (%)
Bahteramas
1 Sangat Perlu 20 40
2 |periu 15 30
3 | Kurang perhu 7 14
4 | Tidak perlu 8 16
5 Sangat Tidak perlu 0 0
Jumlah 50 100
Hasil Olah Data, November 2011

Berdasarkan Dari tabel di atas 20 responden atau 40% menyatakan sangat

perlu adanya perbaikan didalam pelaksanaan penyaluran bantuan dana

bahteramas itu dikarenakan dalam proses pelaksanaan masih banyak terdapat

masalah, 15 responden atau 30% mengatakatan perlu,7 reponden atau 14%

mengatakan tidak perlu dan 8 responden atau 16% mengatakan tidak perlu.




se | p|l| x | ™ | stP
250 | 200¢ [ 150 | 100 | 50
197

Masalah yang muncul terkait dengan alokasi dana bahteramas yang
tidak efektif dan adanya indikasi pemotongan dana bantuan, tetap menginginkan
adanya perbaikan terhadap penyaluran dan pengelolaan program, olehnya itu
berdasar dari Skala Liker diatas, bahwa responden menginginkan adanya
perbaikan program terutama manajemen dengan skor hingga 197 atau mendekati
Perlu dengan angka 200.

Berikut jawaban responden'tcrkait masalah hasil dari program bantuan

dana bahteramas.
Tabel 12
Jawaban Responden terkait hasil dari program bantuan dana bahteramas
Jawaban Responden Terkait Hasil Frekuensi Persentase
No dari program bantman dana

bahteramas ¥) (%)

1 | Sangat Berhasil 13 26
2 | Berhasil 10 20

3 | Kurang Berhasil 17 34

4 | Tidak Berhasil 2 10

5 | Sangat Tidak berhasil 5 10
Jum lah 50 100

Sumber Data : Hasil Olah Data, November 2011




Berdasarkan dari tabel di atas 13 responden atau 26% mengatakan
Program Pelaksanaan penyaluran bantuan dana bahteramas sangat berhasil, 10
responden 20% mengatakan berhasil serta 17 responden atau 34 %
mengatakan kurang berhasil, ini di dasarkan karena implementasi serta hasil

dari program penyaluran bantuan dana bahteramas masih kurang efektif dan

sangat memerlukan perbaikan.
ss | 8 || k8 | w® | sm
250 | 2oo'u, 150 | 100 [ 50
171

Kepuasan responden terkait dengan pelaksanaan program penyaluran
dana bahteramas di Kecamaian' lambai dinilai belum berhasil oleh karena
berdasar pada skor skala likert diatas, dimana didapat skor 171 yang berada
diantara Kurang berhasil 150 dan Berhasil dengan skor 200.

Secara umum setelah ditelaah dari jawaban responden, bahwa telah
terjadi masalah terkait penyaluran dana bahteramas hal ini oleh karena adanya
pemotongan dana yang tidak semestinya diterima oleh pemerintah Desa,
sementara desa telah melakukan mekanisme pelaporan dengan memasukkan
laporan kegiatan setiap kali akan mengadakan pencairan. Untuk itu saran dari
masyarakat agar ditingkatkan pengawasan pelaksanaan terutama saat
pencairan anggaran 25%.

Oleh nya itu juga masyarakat juga mengusulkan kepada pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara agar meningkatkan pengawasan dan
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meningkatkan sosialisasi program Bahteramas. Sehingga dari hasil penelitian
ini dapat diketahui bahwa Program Bahteramas yang dilaksanakan oleh
Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat
menunjukkan adanya penerimaan yang tinggi terhadap program sebagaimana
masyarakat senang dengan program ini, dan selama berjalannya program juga
dirasakan manfaatnya terutama berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik.
Selama berjalannya program juga masih perlu ditingkatkan pengawasan agar

mengurangi pemotongan dana yang dapat terjadi.



BAB V PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan
sebelumnya maka dapat di simpulkan :

1. Implementasi Penyaluran Dana Bahteramas di kecamatan lambai Kurang
efektif karena masih ada potongan dana yang di kucurkan ke setiap desa,
dan adanya penggunaan anggaran bahteramas tidak sesuai dengan sasaran
program.,

2. Hasil dari Implementasi Program Bantuan Dana Bahtieramas dalam
pembangunan fisik yang terlihat cukup bagus dan telah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat, sehingga tingkat penerimaan masyarakat
terhadap keberlanjutan program sangat tmggl, dengan harapan

pengawasan dapat ditingkatkan.

B. Saran - saran
Sehubungan masih ditemukannya kendala dalam pelaksanaan Program
Penyaluran Bantuan Dana Bahteramas Oleh Pemerintah Provinsi Di Sulawesi
Tenggara di kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara.maka penulis

memberikan saran Sebagai berikut ;
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1.

Mengurangi jumlah potongan yang ada sehingga dalam pencairan dana
tidak lagi dikeluhkan kurangnnya anggaran di setiap pencairan Serta
dalam penggunaan anggaran Sebaiknya dalam pelaksanaan pembangunan
dana yang di pakai benar-benar dari Dana BAHTERAMAS, tidak lagi
menggunakan anggaran dana lainnya sehingga dalam pelaporan hasil
pelaksanaan pembangunan lebih sistematis.

Dalam Hasil dari Implementasi Program Bahteramas, keterlibatan sumber
daya manusia sangat perlu, dalam hal pelaksanaan program
bahteramas,seperti dengan tujuan awal sebelumnya dari progran; ini yaita
memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada,Serta Meningkatkan
Sosialisasi kepada Masyarakat,sehingga masyarakat dengan sendirinya
dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Dana

Bahtramas, seperti dalam hal perawata bagunan yang ada.
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Gambar 1. Pembangunan Kantor desa yang menggunakan anggaran dana Bahteramas.
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Gambar 2 : Gedung pertemuan Desa




Gambar 3: Pembangunan Pos kamling Desa Lapasi-pasi kec: lambai yang menggunakan
Dana Bahteramas

Gambar 4 : Pembangunan Sarana Olah raga bulu tangkis yang menggunakan Dana
Bahteramas
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Gambar 7 : Gambar Pembangunan Pagar kantor kecamatan Lambai yang menggunakan Dana
Bahteramas.




Gambar 8. Bank Bahteramas Tempat Pencairan Dana Bantuan Bahteramas
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Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :502 Tahun 2008Tentang :
Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Bantuan pada kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Program Desentralisasi Fiskal SE-Sulawesi Tenggara

Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor :59 Tahun 201 1Tentang : Penetapan
Lokasi Dan Alokasi Dana Program Bantuan Keuangan pada kecamatan, Desa, dan
Kelurahan SE-Sulawesi Tenggara

Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah

Unc!ang—Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
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GUBERNUR SULAWES] TENGGARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 50z  TAHUN 2008
TENTANG

PENETAFAN LOKASI DAN ALOKASI BANA BANTUA\
PADA KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM DESENTRALISASY FISKAL
SE-SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

nbang :a. bahwa dalam rangka revitalisasi Pemeriitaran Desa
diperlukan program desentralisasi fiska! dari “omerintan
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

b. banhwe untuk mewujudkan program desentralizasi fiskal
perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan
pada Kecamatan, Desa dan Kelurahan se-Sulawesi
Tenggara sebagai sasaran Program daiam bentuk Block
Grant ;

C. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b
tersebut diatas, maka periu menetapkan teputusan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapun Lokasi
dan Alokasi Dana Bantuan pada Kecamatan, Desa dan

Kelurahan Program Desentraslisai  Fiskal se-sulawasi
Tenggara Tahun 2008,
ngat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1064 tentang

Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tungah dan

My mwm b T e b F o~




5.

10.

- g -

Undang-Undang Nomor 25 Tahurn 2004  sSistun
Perencanaan Pembangunan Wasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1G4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.or 4421,

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembar3an Negara Rrpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, ‘azmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numo, 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daereh, (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Ncmor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcrcsia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahvn 200« tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah rusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, larmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr <+428);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taaun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarun Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesla Nomor «578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa {Lembaran Negara Republik Indontsic Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 207% tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indor 2sia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588);

1/amibiimma Peacidan Mamar 174 Tahon 20007 tentand
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17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tanun 1998 tentang
pedoman Umum Pemberdayaan Ekonarmi  Rakyat
Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawes: Tenggara.

MEMUTUSKAN

tapkan '

AMA . Penetapan Lokasi dan" Alokasi Dana Bantuun Pada
Kecamatan, Desa dan Kelurahan Progrm Dzsentralisasi
Fiskal se-Sulawesi Tenggara Tahun 2008.

UA : Pembayaran Dana bantuan sebagaimana dimasksud pada
Diktum Pertama diberikan pada semester «edua Tahun
Anggaran 2006 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lim apuiuh
juta rupiah) setiap Kecamatan, Desa dan Kelurahan Se-
Suilawesi Tenggara.

[GA . Naina Kecamatan, Desa dan Kelurahan Pencrima Bantuan

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua lercantum

pada lampiran dan merupakan pagian y«ng tak

rerpisahkan dari Keputusan ini.

MPAT . Keputusar ini muiai perlaku sejak tanggal ditetapikan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal & - ¥ - 2008

PARAF o (iliNNy;  GUBERNUR
U[UNIT/ SATUANKERJA] PAP A E e

KQeo \ukod
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WESI TENGGARA,

H. NUR ALAM, SE
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Menteri Dal#
Ketua DPF
Para By
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GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: [X) TAHUN 2011

TENTANG

NETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA PROGRAM BANTUAN
KEUANGAN DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN
SE SULAWESI TANGGARA TAHUN 2011

bang

\gat

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

a.

bahwa dalam rangka revitalisasi Pemerintahan Desa /Kelurahan dan
Kecamatan diperiukan program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan
dan Kecamatan.dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

bahwa untuk mewujudkan program Bantuan Keuangan
Desa/Kelurahan dan Kecamatan perlu menetapkan Lokasi dan
Alokasi Dana Bantuan pada Desa / Kelurahan dan Kecamatan, se
Sulawesi Tenggara sebagai sasaran program dalam bentuk Blocx
Grant ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a
dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Program

Danbiime Kaiimmamn Al Aliirahar Aan Warnameatan co Qolowaei




4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanygungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400} ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 ) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah { Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang  Nomor 33  Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesiz Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2305 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 4587);

10. Feraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 fentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 11} ;




apkan
TU

JA

MEMUTUSKAN ;

Penstapan Alokasi Dana Program Bantuan Keuangwn Desa/Kelurahan dan
Kecamatan se Sulawesi Tenggara Tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-
(Seratus juta rupiah) setiap Desa/Kelurahan dan Rp. 45.000.000,- (Empat
puluh lima juta rupiah) setiap Kecamatan se Sulawesi Tenggara.

Lokasi Nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan penerima bantuan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisankan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulal berlaku pada bulan Januari 2011 dengan ketentuan
bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan penetapannya akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Kendari
Pada tanggal ~|—- 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

L4

H. NUR ALAM




REKAPTTULASLLO
DANA BANTUAN KEUANG

KASEDAN ALOKASI
AN (BLOCK GRANT)

DESA/ KELURAHAN DAN KECAM ATAN
SFE SULAWESI TENGGARA TAl IUN 2011
IKOTA JUMLAHN JIMLAH JUMLAH DANA
KEC. | DESA KEL. | DESAJIMEL. KECAMATAN lelll.llm
3 1 ] 4 [ & (4+3) F 4 J
3 3c/ C\ 284/ 4 54 3 1.350.000.000 33.800,000.000
7 S |
Selatan 2 283 10 293 990.000.000 29.300.000,000
Wtara 7 96 8 104 315.000.000 10.400.000.000
20 168 45 213 900.000.000 21.300.000.000
Utara 1% - m 6 n7 675.000.000 11.700.000.000
2t 178 29 207 945,000,000 20,700.000,000
Ut ] 49 8 57 270,000,000 5.700.000.000
obl ] \ 75 25 100 360.000.000 10.000.000.000
22 ue ) 138 990.000.000 13.800.000.000
?431 205 3 236 1.485.000.000 23,600.000.000
Bau-Bou ‘i/é = 41 41 315.000.000 4.100,000.000
Hendari 10 = 64 64 450.000.000 6.400.000.000
201 LD 343 \ mos 9.045.000.,000 190.500,000.,000
199.045,0600.000
mwlmmwﬂdumwlﬂ-—lﬁulﬂﬁ)
GUBERNUR S ESI TENGGARA,




euvewiebeqas uebuequipad ueysesepiaq emyeq
yesseq yebuauay
eybuer veunfuequad euedusy unsniusw welep
unsnAuawW WEEP BIoY/uaedngey Yelaeq yeuuawad
beq uvewopad 1efieqas ebnl '(ggyyH) yeseeQ
yeluuawag eliay venieg (ensuay) sibalens eusouay
unsnAuaW Weep Leeg ieuiueiad eliay vemes (Beg
uewepad 1eHegos UEHIESTLD NLad £10Z-8002 9Pouad

Yessep WelSosd uep uesEnSaw IS ISiA BRUBG G
: LRI SN S S S - T HEE) o
ol LLLBE LESLGLT,, BetLE] LOuLTEURL LAY
EUBIUSY  UNSNSIP Npad exbw ubsoeQ iexbueiag
eliay uenieg weibord uep wnwn veyehgay
‘yesae(] veunduequay £aieag ‘yeseeq uebuenay

ueaeliqay yeny uexdeldusw e Sues weep emyeq e

n
(341
44
L
L
54

YHYOONIL ISIMVYINS dNNL38ND
YSI YHYMN DNVA NYHTL LViNHYY NYON3O

£102-800Z NNKVYL VHVOONIL ISIMVYINS
ISNIAOYd KYY3VQ HYSONINIW YHONVYE NVYNNONVBW3d YNVYIN3IY

ONVLNIL

; 8002 NNHYL £ : YOWON e

YHYOONIL ISIMYINS ISNIACHd HVY3VA NvdNlvaad

H Py

-

Wvly 4NN 'H

VHVOONIL ISTMVYTINS HNNJIBNO

‘900z Jequeidag  'uepud)

£

‘esebbua) 1semeng veunbuequad wejep 1seubajul Uep ISEUIRI0DY ISESIUOMNY.
pninmsa) uexe ‘Ut £10Z-8002 BIINS QWIdY INBjsw deseysaq Aes "eAuiiyiy
"BYRSN BIUND UEP JeXRIRASEW 'YRjuLIaws;
ysj0 ueyeuesyep Bued yieq ueunbuequad uveeibaywesbold 1Seq uense ul
cmEouma Hunied _vm_cmE Hmnmu mwoow-moow unye) eseS6u3l 1ISOMEINS ISUIAG,

R T T . T .. S



Buejual OOz UNYEL / JOWON UdPISdIg ueinjeiad Zi

{99t JowoN erssuopu| Yignday
ejebaN uveieqwa uveyequwe] 'J6 JOWON G00Z
unye] e1IsaUopU| HIgNday esebaN UBIRQUST) [EUCISEN
veunbuequagd BUBDUSY UBUNSNALSY IR BIE|
Buejual gOOZ URYEL O JOWON YEJULBWBY URINjglad

{£90 JOWON BISauopu| yignday eiebaN
ueJeqILIST UBYBQWE] 'O6 JC UON 9002 UNYE] BISBUCPU|
. 3naay, eiefapy ueiequa) veunbBuequiad BuUBOLDY
Lkt e, eg iSUNieA] uep uenepusbuag eie) vley
LI UNYEL BE JOWON YBILLSLIB URINjRIDY
190 0p JOWON BIS3UOPU| ¥ignday esebap uelequid)
UTURRURT fS 2 JOWON $O0Z Unyel eissuopu) yignday
pieSay uesequwa) efequen eieBaN ueuRUSWIY
uvesebiuy uep el19y euesuay ueunsnAuag
BuBlual =002 UNYE] | g JOWON Yeluuswag uelnieidd
(S0t JOWoN BISBUOpU| Ylignday esefisN veieqwan
ueyequwel 1/ JOWON $00Z UNYEL BIsauopu) yygnday
e.e55n <EBIBQUWAT) YelUuDaWad el1ay euBOUDY
£ oe1udy +Naz UNYE] OF JOWON YBIUNSWaY uBImelad

(004 ¥ JOWON eIsauopu| sianday esebsn
URJEQLUST UBYBQUIE] ‘£E JOWON 2002 uUnyel eIssu
-opu} Yiignday eJebaN ueleqaT) GZ0Z-500Z UNYEL
jeunisen Buelueg eybuer ueunbuequiad eueduay
Bueyus) ;00z unyey 2| JowopN Buepun - Buepun
(gE ¥y JOWON ei1saucpul yignday eseban uesequia
ueyeqwe] ‘9zt JOWON 00T unyel eisaucpuy
ygndsy eiebaN velequa) cmhumn_ Lveyejuusuway
uep jesngd yejuuaiiad eiejuy vebuenay ueuequiad
Bueyusl pooz unye) g JowopN Buepun - Buepun

(pyB JousoN eisauopu) ligndey eiebaN
e Ect ST tetealiel e 1I0LUON OnnZ Unue| rissuop

[

iy

0Ol

Buepun-Buepun uebusp aiyyesa) I1ey enp YeGnip Ued)
eueweBeqas ‘(£ £ i JOWON BISaUOPU Wignday esefaN
UBJBQILDT UBLBQWE] "GZ4 JOWON H00Z Unye] e1saucp
-uf Wignday esebap urieGWT) YeISEQ UBURILLSWA
Buejual 00z UNUel Zg JOWON Buepun - Buepun

(01 €y JOWON
prsauopu| Yignday miebay uelEQWa] UBUBQWE]
‘26 JOWON £002 unutl Brsauopuj wgnday esebay
uesecwa) jeuoiser, seurduequad UBBUBDUSIGA
-~ :awasy Buepun-duepin

e g Suepn v 0T

B AR T

o

-uj AgNGeaY Bltbol Lot e J LBLGOGQUWIE] 5 40w,
pO0Z unyep Br$auCDul CNCaY eiebapn ueseGuwal)
ueSuepun-BurTunidg LBiNjRIAd UBYNIUIQWSd
Bueual v0oz unuel o: JowoN Buepun-Buepun
{42 pr JOWON BISauopu| Jianday esebap

UBJBGUIST UBUBGLLEL "$01 JOWON 00T unye) eisau
-opu) yignday eseban uelequwan) e.ebap uebuenay
fueluadl £00Z UPyeLl 2, JOWON Buepun-Buepun
(2B8QZ JOWTY 1Y

g1eBang UBIBQWST PR L TP JOWON $95 L UNUEL
BI52U0PU] YGnREaY eieban ueiequal) erebbuay
-ugle}ag 1SameINg | 1exdur| yeldeq uep yebual -esein
iIsameng | 1exbull yeseeq ueymusquiad Buejual
0051 unyel did /& JOWON Buepun-buepun yegribuow
uebuap ‘viebBbus) 15ameInNg | 1eyBuil yesseg
vep yebBua] isemeing | 1exbull  yesseQq Isunold
ueynjuaquad buejual y961 unyel Z JOWON Buepuy
-Buepun nuebbuad yeuuswsg uelnieiad uedejauad
fueiua) »g6L UNYe| gL OWON Buepun-Buepun

£102-800¢ unyel E.mmmcmb.

ISamenNg ISUlA02d (gQwrdd) ueiseqg yebuauay

o

(o]

«d

1e6uibu




1A

yea) neie uexe bued weisbosdueieibay uep Jseyueien2) yejepe efisury
‘Jepue)s Uep euedudl depeys) {awoo)no) psey uep (INAIN0) ueseniay "(jnd
-u) ueynsew Isesljeas uexbuipuequisw uezeibay ueexnbues yeiepe semeay
'yesarQ Yewuawad ehiay uemes ya|o uexiseup.oowp Buek

1eyeseAsew ueyeiBay neje "uesebbue isexoie yajciadwaw epas ueniny uep
ueIeses 1Iedesuaw YNjUnN Yessep LeYejuLawad ISUEISUL 43I0 UBHBUEBS Y D dued
uexeligay yiqal nele nies 1s1:8q bued uexeliqay yeiepe uawnisy uep wweBe
NN e 2edusLy

YAUN GEIF0QE LR JtEudd w0 FGURID Buek UBNEDUN UBJE LP DIP D T
E-TVSIN st
D S PE PR e Jh o N s 1 cEASLE- L AR
B |
ueeuEserp uexe Suek ededn-ededn reuabuaw Wnwn vesnwn :m_mnm 1Sy
weeLezuased

apouad ayxe eped vexwburp Bued ueepeay ieuabuaw vesrun yeepe 1Siy
‘unye; (res) | spouad ymun yesse( 1exbueiad elay uenes UBBUBILSAC LHUNHCD
LeEPE (Od)S-eluay) yeseeq 1enduesad eloy| uenieg elay BUBIUIY INGES P
eiunniueas Buek 'yeseeq 1exbuiiad lo) Uenjeg UBunye| ueunBueguiad euesudy
'unyey (njes) | apouad xNun Yyeisep

LPRLEILDiad UBWN 0D UBIESE {Jd MY ) Yelae( ueiuulwad BlL3W ELEDUDY
1NGaS 1p eruniuElas Gues “yeiseQq ueunyel uveunduequiad Eueduay
‘unye) (Bu) ¢ apouad ynun yelaeg H =S TH <SS

plioy UBMES LEEUEsUdsad uawmyop yeiepe 'gdXS-esisusy EsSurss
eiuiniueias Bued 'yesee( 1exfueiag ebax uenes sibajelis euBdLSy
‘€10z unye) vebuasp redwes goOZ UNYE) yelas Junii.a)

unye; (ewn) g apouad x::.:._ yesaeq ueunbuequagd ueBUBIUSIB4 Li2i"»2(
yeepe ‘QWrdy Ingas 1p eAunfue(@s Buek ‘€10Z-8002 UNYE} €:e50ud)
ISBMEING ISUINOId yesaeQ yebBuauapy exbuer veunbuequad BuelLLy
'yelsae( Jexbuesod eliay uenjeg ueunyel ueunbuequiag

EUEOUSY ‘YRIaB(] UBIULAIWA BlIF)Y euedudy ‘yelsegd 1evbueiad eliay
uemeg yebuauap exbuer ueunbuequad eueduay ‘Ueldeq yefusuay
eybuer veunbuequad euedusy nndisw Buek uen[n; uep IsIW ‘I1S:A
13u0doy BERWAS 3|0 ueyeuesyejp Buei

61

1

bt S

)

bl

1SUINOId Yyesae() 1exBuelad B9y uenjes ejeday Uelepe QdyS ejeday
:esebbus] 1SaMEING ISUIAOIY Yesoe( 1e)bueiag ebia); uenieg

yeepe adys exbuisip th:Em_mm BueA yesaeq 1exbueiad ebay veneg
‘eaeBbual isomeng 1sunOId

yesaeq ueunbuequiad ueeUBOUBIR Uepeq eledd) Yejepe epaddeg ejeday
‘p1eBBUR] 1ISaMEING ISUINCIH YBJIE( ueunbuequiag ueeuesuasad uepeg Uelepe
epaddeq Inqasip eAun(ueles BueA yesee(] ueunbuequiad ueeuedualad uepeg
‘eieFASua) ISOMEING 1NUIAQNS DEA YBIEPE NUIAAND IIMBAA

‘esebBua) 1SOMENG INWIBGND YB|EPE JNLIAGNS

‘eiebbBua] 158ME|NS ISUIAOIG LBIULBWSY UE[EPR YRI3e( milidwdd
'eieBBuay 1ISOMBING ISUIACId Lt .+ T yeise(

:ueBuap pnsyewip bueA jul yeigeq viaiiBidg WEE

{ |esed

WNWN NYNINILIN
| aveg

£10Z-800Z NNHYL VHVYOONIL ISTIMYINS ISNIACYH
(Gl d¥) HY R 3va HYONINIW YHONYE NYNNONVEINZd
YNYONIY  ONVLINIL Hvd3IVa NvdNnlvd3g

CNVASNLNWIRNW

YHYOONIL ISTMVYINS VNNY3IEANO
F—Nn -

S
14
€
4
l
a

©
iRl

Ve
IR ]

uexdeiauapy

VHVOONIL ISIMVYINS ISNINOHJHYHIVA LVANVY NVIINVMY3d NYMIA

ewes)ag venlnjessag uebuag

(g JowopN 00z unyel esebbua) 1sameng
ISUIF g YelaE() UBiequsT) yelsee( ueunBuequ
eUESURY UeUNSnAUad elen) eje) Buejus) 2007 UNYEL £
JowoN esefibua) 1same|ng 1suiacld sEmmo ueiniessd ¢l

I R



¢

‘yesse( jeyBuesag ehay uenjeg sibajelig euesuay unsniuay.
weep epaddeg ejeday ueBuap ISBUIPIOOY UBP ISBYNSUOY UBYNNEaW JeBe
eseBbua| Isamelng SuL.Jid Yejulslad dnyBui yesseq 1exybuelad elisy uemeg
8 |esed

‘2ieBBua) 1SaMEING ISUINGIH UBIUUBWSY Chini . zrax

GdMs sibajens eueousy ueunsniuad seje qemelbunbbuepsg gdug e .«
1 |esed \

‘ziebBua] 1IsomeINg ISUIADI] YejuLawWD 4 drvbui] sifiaiens eueduay weep
uexBuenyp yMun I QWrdy Wwejep redepis) Gueh ueeBas Lep wesboud wewopadiua
esebfua] sameNg 1sUNOId Yelauawad dnyBuln yesseq “mxmcml_ma. elsy uemeg
9 |esed |

_ (Qdys-ensuay) yesseg
iexbuesayg elisy uemes sibajens euesuoy ueunsnlusgeweriay vetbeg
ONrdY NYYNVYSMYI3d NVdVHVYL

IA 8ve

Ul YBJ9B (] UBINjE:R

uvebuap ueyyesidial yepn Sued upibeq BlSS ueNESSY NjES LEYEdNIBW LEp

ueJidule| welepienwus; ‘v lesed wejep pnsyewp euewebeqas gurdy yeysen
G jesed

JWrdd NYIVEN NYA ISIA
Agvd

dNlAN3Id

21 IRt I Pyl IR R R I S 1%l I ™ | A YT RI™ P

X 8ve

1%F ™MW

Aa
‘yesseq 1exbuelay ellay uenieg siiajel)g eueduay Weep ay cmxmcm&_..
Bued gWrdy uveeuesyeled depeyss venejuewad ueymieaw epaddeg w,mam.h

b6 |esed

VISANVIN YAVQ ¥38WNS NVONVEW3ONIJ VONIOV A V8
HYH3V0 NYONVNIN NYYHYIIE3N HYHY 1A 8v8
WNWN NYYYTIE3M% HYHY A gva
HYY83VQ NYNNONVEW3d 1I931VH1S Al ave
ISIW NVQ ISIA I 8ve 3
HYH3VA WNWN NYHVBWVYO nave *
NVNINHYON3d | ave |

nyuaq 12Begus yrjepe i Yessen ueiniesad
5 nnGE LD BLTUITRRTaS p:eBBual ISEMEING ISWAQIY GINIMdY eXNCwIlsSIS
¥ |ESEd

QWrdH VHILYANILSIS
Al avd

£10Z-900 UNWEl Bogiiad eped UBYBUBSHEI'D xniun ye.aep weunbuequad

welbosd uep ueAehgay 1St TISIA LED ueseqeluad uexecmaw QWINMdY
¢ tesed

dNMONIT ONVNY

0 il gva

{0dNMY LELIE(Q
yeluuawad eliay euesuay unsniuaw wejep Yessed yejuuawad q
‘yesoeq 1exbuesag eliay
vemeg sibsigng euecudy unsnAusw weep eiebfua) 1semeing
ISUIAOLY YBluldwag ¢nybull yesse( jeybueiag efiay ueneg B
- 15eq vewopad pelusw (1) 1ehe gped pnsxyewp euewebeqas AWrdy {z)
ueyeqnJad depeysa) debbue)
uep yninjeAuaw ‘nped;e) ‘yelels) quedisnied ejedas unsnsip e.ebbual
ISOMBING 1SUIAOLJ Yesaeq yebuauaw eybuer usunbuequag BUBIUSY (1)
Z lesed

NYACOL NYO SYSY




_ : ‘nyeaqg Buek uebuepunia
HOWON 80 ._-\...u.”h,a‘.

. ;..__.r_ : ueanjesad ueBuap rensas deybus| Buek ueilex isey nejejuep uexdeld) Ip Ued
VHVOONIL ISIMYINS ISNIAOYE HV3Va Ny i Ey dm Buek elsuy Jojeyipu) uexeunbBuaw uebusp ueyeuesye|p eliouny iISenjeas

gy jesed
NIQISY IYNIVZ ‘H

-eAuueq apouad ynun ueunye) veunbuequiad eueoual ueunsniuad ,w
(g)™

ou 1Beq ueyeq ipeluaw (Z) jehe eped pnsyewip euewiebeqas 1ISEN|EAD [ISEH .
‘VHVOONIL ISIMVINS _ '(1) 1eke eped pnsyewip evewiebeqas wwm
ISNIAOYd HYY3VQ SIAVLIYXIS §  yeiseq JeyBuesag elay uenieg ejeday ISBNBAD (ISEY UBYJESERIDY
e5iver epey OWrdy ueeuesyejad elisuny iseneasbusw unsniuaiw epsddeg eedaa )
L8230 wewBuepunmig ¥ ‘eAULWINEGaS ap0usd OdMsS
-elusy UEP BJSUAY Wejep 8y ueybuenyip ye|s) Buel (g LEBUESHD -
WYV 5NN 'H gliauly {SENIBAS UBNMIEDW YEISEQ] iesBuelag elaw werieg eRl. L.
vi |esed
i -eAuueBueuamay uep sebnj uebuap [ensas yesoeq 1exdueiag elay uenieg
veuidwid Buisew-Buisew Wep QWIdy ueeuesye)ad ueneluewad |isey
VUYIONILISIMYINS HNNEIEED sis|euebusw uep undwiybuaw epaddeg ejeday  {Z)'uesseq jexyfuesad
wid Buisew-Buisel Yajo uesnyelp QgXs-eluay uep
oo ebbue ey e Mmﬂ_m m.cm: _.c g3l mrmm Dﬂﬂ_n_m :“mcmmxm_wa venepuabuag (L)
HEPUSY Ip uexsdelaq ¥ ENsUsy Weepsyuey Hp ye| !
1 €1 jesed
e:ebBuat samerg suanlg yeise(] UBIEGWI weed eAuLeiedwauad ueduap “ AWrdY NYYNVYSHYI3d ISYNTVYAI NvO NYITVONION3d
yesaeQq uve.meras vebuepunbuad ueyyeuuawaw refurLersSua jezen Sue ! IIA V3
-10 denas sedy ‘uexbuepunip (eSBue) eped nxeuaq ienw i yesseq ueinjesey OdMS-ElUay uep (ldyy werep ax uexbuenip
81 jesed BueA QMY ueeuesxiead depeysa) uenejuewsad uexnyeldw epaddeg eeday
) ) ese .
Inwisgno uesnindayunuiagno ueinjesad uebuap ineip eAuveeuesye|ad ¢i lesed
siuya) leuabuaw bueluedas wi yesoeq uetnjesad weep smeip wniaq Sued jeu-eH (Qdns-eluay) ymee( 1exbueiad eliay uenieg eliay eueousy NElE OdMS UBUNUE
L} jesed / eueDUB) UNSnAusLL YMun 0} jesed eped pnsyewip euewiebeqas gdiy vep 9 iesed
i . eped pnsyewnp euetiebeqas OdXSs elsusy noebuaws Yesee( iexbueiad eley uenieg
dNiNN3Id NYALN3L3N LL jesed
Xl g8vd
‘eieBBuaL 1ISBMEING 1ISUINOI] (MY} YBIse  ysjuuawad Bla) eueouay nee
166un wiga) Bued veunbuequiad ueeueduasad uawny¥op ueyieyadwaw vebuap 'c yesaeq Ueunye| ueunSuequiad euedusy uebuesuey weep ueybuenyp ynun ul

psed eped uewopadiaq gt dy veunsniuad exew ‘uexdelaip Guirdy wajage: QWP Wwejep edepss) Buek uejeibey uep wesbaid _c.m..:ovmaEmE epaddeg eleday




‘€L0Z-800Z esebbua) isamejng ueunbueqwad apouad np BUIEY Y3[D @.
. ‘eseBbua) 1sameing 1exesefsew :mEmEmF.mmx unBuequ |
eybues wejep jedsosadip niad Buek ededn-efedn cmxma:hmEoE
BNWasay "(souewsarol poob) yeiq Buek veyejuuwad eje) disuud-dis »
uederauad njejaw jexesedsew uekejow buek cm.:mE:mEmn .c:.mcm &coE
BUas ‘veweAlu vep uewe ‘(nexyBuela) yesnw m._mo,mm _mmtonm:m“ mmM
eAueIpassa) ueyu Bunwaw Buek uebungnysad L:ﬁx::mm;c_ cmc:@cmnsﬁ,
uep jeyeredsew epeday Jesep ueuedejad uesuagwaw q.,_aEmE Buwei
uejeyasay ‘ueyipipuad eueleseid eueses veepaiuad (ewud ueuelesg
vexBeusuaiusw uep 1edad eiesas leseredsew veuedead ueunbBue- | >
eyeiedsew eped yeyidioq yigs| bueA IWLOUG 4 cmc:mrmp,.ewc
lesesedsew ueersjyelossy ynjuaduaw BunsBue| esenas BueA Lozmm-..ol_.ro“
ANSewss) ‘uexjenbunip nuad Buei sopas-sopas Epe YIsew emyeq n
sniey wm:._ 1de}3] "wnwn BJeo3S JejeleAsew cmmhwEm_.Omox mc:mcmm“._wﬂ
ebnl uep yesoep veunbuequwad wejep jeejuew pmv_:unEuE yela
ebnl wnwn esesss ) eweos ueyeuesye|p yes) Suek cm_.._:mcmnEma 3

‘Buequawsg e
Bued eAuue; 1suincud reweAusw neje uejebbunialay Jelabusw jedep Hmmn

cmx.mcmnme_u niad yisew Buek Jopas edesaqag emyeq inyeip ebnl sruey
yeuyd uiep ideysy ‘leuciseulslul Jesed Ip ueyyeq euoiseu Jesed Ip jeuaip
yeld) esebbuai 1sameng uep |esesaq Buek mm:uome mamhmn_o,a mcEm.v_.
"leBBujpay Bue 1sunorq snseuns) ye|ueyng mhmmmcwh ISIMEING _m:ms.
B1203S BYEW ‘ninyepuad esed ysio ueynyepp yes) mcm.__m cmc:mcmnEu.q_.
uejexapuad edesaqaq Injepw emyeq __.E._on_n evewefiegas
(lwawdojaasp aygeweisn
BueA cmr__:mcmnﬁwa eUas jedas ynquiny :mwmhﬂx _chm:wmvnchwzmmw_ﬁwﬁww
(iuswidojansp panuso ymosb) ueynqunpod jesnd-jesnd ueunbuequad
.Sm&:mo 8/doad) eisnuew ueunBuequwad eped ndwnyaq buek uejesspuad
uexewenbusw uebusp Jnwxew uep esoss ‘uewe Suek iexesefsewl
_._ma:E_._mv.__._ma niens ueypiBuequsw epas euiquiaty ‘flequadwaw exybuel
%mMM“.u :w_muw UBNPNSHRUWNP NYYHILHYIISIN NNONVEWIN mv__mE\..
) Unf ' v

ejedu eedes jexeiefsely ueesajyelasay unBuequayy apousd :mv_mn:&.__m

:.S_manE BueA eiajyelas Buepag "uBINWYEWY Uep dnpiy ueBueuasay
ﬁﬂmEm_mmox uep ueueweay euyew Bunpuebuaw ueelsalyelasay
¢ -gieBbBua) 1some|ng jeyesedsew ueelajyelasay ymun epe
fuek 1Su2100 UBYJEEJBIIBW BUIS BUIGUIAL UED UBYUIpUILW ‘weyuybuequiaw
ymun 16e; 1eny y:qa) Buek eAedn-eledn npad YISBW 1 EWE|IT
gioiaIp yes) Buek (adas vep biwip Bue isuajod ejebas uebuap eiebbust
samens njensas uexepebuaw neje ueypUBW BUIqUUSW Iyegiedwsaw
Jiejisioq 1apiaq pybueqreuyew Buncuebuaw unbuequaw
1e%EsnAsEa UBRJDIYEIS Y tEdROUAW Hriun B1Das i) buek eAepiaduns
suaod unBueqwow ueBuap ueynyeup UBxE Liqula B ‘ean-eieln

i o

oo CBROSD D UTuBl Bae G R T e e 8

5 .

mmmTomc Y

L L SR W LBRLUR.GSIN BALRN MG, L s S BT
vexiexnBuiuaw eAedn we|ep 1pasial fuek BABD BABPJIQLUNS UL B uE W
LN SNXOLB] WIGI] UBD SHBWIIS!S TPUINLOY ehedn-ehegn uexnuadip
ny euasex yaO yesaep ueedepuad vepeybuiuad ededn wejep undnew
Eexeseisew veesajyelasay ueieybuiuad depeyaal eunsxew Bueh jeejuew
cm.\_:m.v,nEwE Wwnjaq Bu2Jey |BWNdO wWniaq (dejd] "ejo@%p ygsi ghusesep
eped uexwingasip euewebeqas ‘eipasia) bued edepiaquing uebuequeuad
wadas (s02in0Sal ojgemauaun) Injeyeqiadip jedep yepn Buek eAepiaquns
BUSS SEN| LB WEEP UBeIUBLSd 'UBLEINYIN "UBINEIIY ICHIS IP (S8041053)
gigeMouusy ; FLeLEGadIp ledep Bued eiep edAepiaquins weqg ueduaauw
anxynd GukA weje eAepaaquns 1sua;cd vefuap uveneinday uep uyesTel seie
wpia) Buek sunold mes yees uesedrusw yeiepe esebbus) 1sameing o

- Imju2q 1ebegas isesdun
uep eusew Bunpuebuaw uesexnwaxyp eveuneSeqas isia ueejedulad

L .

£102-800Z NNHVL YEVYOONIL ISSM7INS
: NYYHILHYIISIM NNONVEBW3N
‘yeepe £102-800¢
‘unye) apouad esebbua) 1Isame)ng unBuequuall WE[EP WEX uveunbueqwad

'ISIA eyew uedap 8y veunbuequad uebuejue; uep Buenjad ‘yejesew
i'eseBBua] 1someING ISUIAOL] ISIpUCH jeuafiuaw ueleIn uexJeseplag

5 ) ISIA

.

9




' 68

1abiey-106.18) uebuap yelepm isudd ueyesepsaq uveynqunyad

- pasoausd ajdoad) eisnuew eped ndwnuaq Buek uveunbuequidd )%

- .“mxmhmhm__m_.c epeday ewud usueke|ad Ly
uENIAqUISW yMun ueyejuawad inpnisesul uejbuequabuaw
fuep ebeiueiel indwis-jndwis elas ueynqwnisad jesnd-jesnd

¥

yesnd-jesnd eAueidiose) eped ueyyeJep veunBuequad
(yuswdojpaap 12)udd tjimoab)

ueyngwnyad jesnd-jesnd eped ndwnyaq Guek veunBuequag "7 H_. ueyeidnuaw nduwew Buek velwouocyaiad npnnseu ueyBuequisbusw

. uep npedia} eJed@s yelepm INPNIISEHUL uesbuequabuaw
] ex213Ww UBANpIYaY . ..._.x:E: uespnSHeEWIp NpPInAseu] uveunbuequad jedanssadiaiy
iymebuadwaw Eueh $as010-$95040 LEP uesminday nqwedbuaw ¥ ledualas
weep unuad isedisipediaqg sniey exeseAsew e0buyas |EXEIBASEU ekepng 1suajod edepiagquos uebuequabuad eped 1SEWU3U0IRY
usiC LEA4E, D 1edep sruey ueunbuequad LepAppIoquiad BueA ejesimied Jopies Buolopuaw BlAS Yelaep senuept uep
LoLadiasnaiey driy ueBSunwSiy UBT #ist LEIEPOLRY a0 jeMyIedwaw UEp ueybuequabusul ‘uenjesay Uep uenjesiad esel

emloEg EELos3 BaEW Y Wil Luiel wee? 2_pf sE.auLsD 4 uexBuequabusw 3nun ueypnsyewlp ‘upehepngan ueuvnbuequwdod 't
¥ gL CE LUBIEASS BE.AUED AT Bl t, aEp ., wBa,3E2 L ‘eAusRpySs o CPEIS]
sn,ey uelediuassy UoI01aCLIBU YNIUN SISXE - upbuNQUIBLIS3) ¢ Buek isuajod uexjeseplaq ___c.hov_mm.cmc:m:mnc‘_@a Buoicpusw uebuap
i uesedlasay N spewbe.d eyesn-eyesn INjeEW ejeAu B1e0as |ENEIRASELL UBIOUOX318d

-uejedwasay JEp 1egjuew yaj0sadwaIw uep isedisiediaq - ¥ unbuequal yNJUN UBYPNSYEWIP: IWIoUOHT ueunbuequad €
,edep 1exesehsew sebe sndeyp sNJEY yiod uep ILLOUOH3 3 ‘auwjodau ueyp lsdrnioy ‘isnjoy yapjesd-yaeld uep
Buenjad depeyld) UBIEQUEY enwag 1pe Buek peledwasay g uissag BUas jexeledsely uofebuaw jejisiag yIgs) Sue A ueyriupawad
410450 WS YNJUN SISHE PILSW SNJEY jejeseAsew - sepny3 B jc.ede eyas ‘[9gejunye Uep ueledsues) Buek ueyejuuaiuad IENEJBASEL
-ersnuew veunbuequad t_..mumamx ueuefejad eped 15elUBL019Q YIG3} fugA UBLEILLIBUWIST

Lep Bunuad Jeifeq nies Yeles Ueiene wouoxd ueynquinuad Y : ' upyEIdIPUBLW YNJUN UENPNSHELIP 'YEIOE(] UBYEIULIOW D ISESHENADY T

puase ud() Uedniag ueeliayad vep uejedepuad yajosadwats . _._. weq Buek [Leyos epas _:m_.cmm._mmEm:x uep [enpiaRiL SeUeny U3 ’
535010 Weep Yynuad EjedIs isedisipediaq Uep EX3I3u sepapnposd oo . Buek uesul ueyeidiousw 1< tep eBBUISS BQ UG Buek jexeiedsew

- 8 .W._:m«mcmmmx jefelap uejeut, -uad ymun jeseIBASEW UBlBUYDSSY ueueheiad
ueyiexbulusul ‘Buelual enwas eped ueyipipuad SEIERY ueyesbuuaw

F 3 nun ueypNsSyewp ‘eisnuel eAeprRquing seyjeny ueunbuequiag b
o 3 ‘nyek ueunBueqwad isiL Ueyednaw ebn( Bued mwcmmamr ew uexbuequaip
wexe exew 'ueyyeInp eueLnebeqas ueunBuequad IS UBHISESIEAAU MNYUTY

ueyieybutuaw jedep snuBY jexesedsew . senannpoid
: nyRk BisnuRW veunbuequad
a__mc:a-a_mc:a nje|aw ‘eAuIWIP Buei s.a3:0d ueylesepsaq
BS3p “mxﬁm»mmE_muma snyojiaq Bueh ueunbuequwad
(uawdojaadp -

Cg102-8002 Unye), spouad ueunbuegquad Bweyn epuabe ueyedniow
‘ebnl Bueh ueunBuequad 1SIW WEEP UBYIRIND WEXE nn eledn-efed
ueyejuuawad veuvelelad uep 1efel |IouoHa uveunfuequad Bunynpuatit
ymun JBSeq JPIRUISedu| ueunBuequad (G uep eAepng |e1S0S uebuequiafiuad

_ o LeBaen iR IpAcy ouoye Leunbuequiad

. - nyek yeseep ueunbuequad iBojens (jedwa) v yndwall
€1,02-800Z UNYEL pieBBUaL 1SOMEING ISUIADI BIIEP veunBuequsad 18!

ueyueleluail uep VHILHVIIS-MNVE 1siA uexprinmat] evibues weed
e ane gpunBuequidd 16ajedd

ISinZm



‘esbueq eAepng nyn) ieju-iejiu ueBuap lensas Buek Jexeledsew p el
lemiadwaw uep yesaep sejjuap) eAueidnsal IB2q yeie ueyuaguisw
ledep uexdeseyip ueedepngay ueunBueqwad |njejap ISBWIOH
isesieqolb ynueBuad jeqnie jJneBau epulag Buek Buise edepng 1senjauad
jexbueusw ndwew uexe yessep eAepnq ueueyelay yoxoxsadwaw
ededn uebus( "yeisep eAepnq snyis uep Yelaep eAepng 1Uas depeya;
iseisaide ueylexbuiuaw Buas yesaep edepnq ueedeyay uep edepng
vewebeisy ueejojabuad wejep yessep uendwewsy ueyiesbuiusw
ynjun uesyeserp ‘ueedepnqay ueunbuequad @ At epuaby

‘esel uep Bueleq jsnQu)SIp ueRRISWED
seje yey BUSS Wwele eAepiaquins ueelo|abuad seje yey ‘ueepowlad
sas)e ys|osadwaw ynun yey ‘elisy uvebuede| yajoladwsw
uep BYBSNJIBg YNiun yey eAuiynuadia) yejepe iwouoy3 Buepiq ip
1eyeieASEW UBYNINGSY uByNUAWad BXBLU N} YNJUM ISESIIBIISNDUS
veylbuequaw euss yebuausw uep [129y oW eyesn
uveeleplaqay ueyieybuluaw ¥njun ejnd ueyyeselp ‘np Buidwes 1
1eAyel ueesa)yelasay ueyleyBuiuaw jedep eleAu 2ipaas ueuexuad
uep ueuEINYSY ._cmc:nmv:ma ‘uejeulsaled ‘ueruenad 1adas
ueinB6un Jopjas-lopas eBbuiyas Iwouoys 1aquns-Jagquins epeday
ieieAsew sasye ueieybuiued eped uexyueyalp jeyeieAsew
" ruouoNa ueunbuequad ‘uejedepuad jexybun eAuyepual IED jJEQINE
iebeqes ueded uep Buepues ‘uebued uebueinyay ‘ueinbBuebuad
‘UBUD{SIWSY liep sBQeq YNjusq welep JeyeleAsSEW IBSER Yey
ey IYnUauratl ynjun ueyyeleip ‘iiouoy 3 ueunuequag : | epuaby

‘ueunbueqwad veeuesyejad
uep ueyejuswad ueelebbuspiuad sejjigejunye uejyeBuiuad
uep yygnd ueueAejad sejjeny uejesbBuiuad unjetede edeplaquns
sejeny uejeybuusd ‘yessep usyejuuawad uswsaleurw sejsede)
ueBuequiabuad Injgjsul (eoueusanch poob) yieq Buei ueyejuriaiuaday

L

Syt a

ki e A &

Bued ueeyasay ueueiejad ueiedepuaw ey yniuaq wejep
ueyeyasay Buepiq 1p 1exesedsew sesep yey-yey ueybBuepag
‘yejeyas snind uvep uebueye)aqiajay ‘ueycpogay ‘eiesye
BINg LEP SEQSQ ynju3q wejep uewipipuad Suepiq 1p jByeiBASRW
JESED j¥eY-jyeH sepapnposd veBuequabuad epeday 1selusuciaq
Buek eAusiuyal seyeny undnew 15y ‘|eniuids JEUOISOWS [BNIN3|3IU)
sepjeny yeq ‘selenyag Bued jexelelsew eAueidinia) exbues weep
UBJBYI53Y% UBD UBIpIRUATd UBYAINGSY SBIE YBINW uep yepnw jedad
Bued sasye YaiCiadwaw HNiun yey IUNeA UBIBYS53% UED UBNIDiIpuad
Buepig 1D 1eweIRASEW JBSED NEYU-NEU IYNUSWSW XNiun LE“UEBIED _

eisnuew eAeplaguwng sejljeny uebueqwoabuayg ;| vpuaby |

. “nyek £102-8002
unye) ye.aeg ueunbBuequag epuaby {ewi)) g uexdeisip Exew SEIE P
Ngasia) yeiaep veunbuequiad 1631eJis uep 1SIW 1814 UEYIESEPIAY

yeloeq ueunBuequoay epuaby

A

1exesefsew wejep epe Buek edepng |B150S
iepu-eu BBun Bunfunfuaw epss uendwaiad wney JEGeUELL UBD
leyiey ueyieyssdwaw deja) uebuap veunSuequwad Buepiq eleSas
Ip LENCWIBI3C BLAS-ueIad UEP uRleielas-esWay e Eubuag
{bupwweansurewr sapuab) sepuab ueewmn-sniebuayd v

Jeyeiedsew uejedepusad uep 1synpoud sasoud vebunsSuepaqay
uexe ueulwel uesUIqWBW ¥NjUN ewenial ‘yekem Mens uep
wasisoya 1sbuny-1sbun) eAuereynadia) dejsy unueluaw Suek weje
efepraquins uejeejuewad nyek 'ueinlueeyieg eJeDas uejeejuelsad
Isesiewndo exBues welep wee eAepiaguuns 1Su2j0d UeeIPaSIaLSY

uyneysadwaw uebusp ueynyep sniey ueunbuequay
: (juawdoarsp ajqeureisns)

uenfuejayiaqg uep uebunybul| uesememiaq Bued veunBuequay ‘¢




‘sejjenyiaq Buek veyipipuad .
saso)d eAueidisis) Bunynpuaw ndwew ebbuiyss
SNJDUAW-SNI] BIEIDS uRyNYE|IP Sniey ueyipipuad 1Snpsu
denas uawealeuew ueyegiad yejoyas isedisijied exbue
uexiexBuiuaw yniun uelniniip Bued yebuauaw uep resep
ueipipuad vednyeos ueybueqwabuaw uep uexiexBuluapy

: "elesapas
uep (YS) sejy yebuausiy yejonag ebbuiy elesapas vep (QS)
Jeseq) weo%ag Jexbul uep lejnw ueyip.puad [BUCiISEIadD BLBig

(q

uesedanlad LEWnweID UBYE 'JNQasial Leeues»eigax jenyiadwalu
¥Mut L 2 Zuad veuede)ed yaio nexlueliay Suesny w gluB oS
e’ wet.efse epeday JBSaG YiGe) Sued $Sas«E LEwLaGwWaL

ueBuap ueyipipuad 1sedisiued uebueluasay ueyuninuay (e
yeepe uexbuequiap uexe Sued ueeuesyehqay

SeluoLd ENEW CJNGAsI3) ueleses 1edEOUSW XNjun

‘ueipipuad Buelual enwas
eped ueyipipuad vednyes elujeybujuaw ‘vweysad ueieseg °|
eisnuew edepiaquung sepjeny uebuequabuag : | epuaby 'y
wyuag 1eSeqas yeepe epuabe Suisew-Buisew ueuesweiagay
LWELE Eas . LEaeLesxenp ueye Bued epuafe ewy uefuap ueeuan.sg
wnify ueefiqay ‘L'A

‘adis Busew-Buisew 1sfuny uep yoyod sebny ueiuap
12N$3s ((Jd9S-Bisuay) yeiseq jexbueiad eliay uenjeg sibsjeiig eusdusy
wejep uexbuenyp Buek eseBBual 1sameng ISun0ld yeigep ueunBuequad
sia ueiedesuad efedn uebBusp Bunsbue) uepeysaq Buek ueunbuequad
uejeIBay-ueleifay UBYSNWNIBW STy ejeB6U3a) ISIME|NS ISUIACIJ YejuLawad
dnybuy weep yesseq 1B)bBuelad eliay uenjeg deusbas exew ny NN
.mxc;mm_t evewiefeqas uexeuesyejp yesaep ueunbuequead weJBoid-welb

-0ud epas 16ajels "uejeyspuad ‘epuabe ‘isiw yrunias exl tedesss) jedep ue)e .

-

£102-800Z Unye) esebbua] 1SaMe|nNS ISUIACd yelaep ueunBuequad ISIA S

i

.m

e

nieyeq.edip jedep Bued eAepiaquins $1seqiaq
Emn sy Buequiad ynjun 161aus I1SBYIPSIBAIP ueduequabuad
mtmm IEpEWAL BIED3S ueylisiiebeusay uep | 1Bsoua euelESEId UED
. eueles ueunBuequiad "1Iseuwoul SISEqIag 1eyesehsé eAueidiniay
.mco_ouco_.: ¥NIUN UBYYEIEBIP ISEYIUNWOYI]3) ueunbuequad
‘ueniue|a)iaq uep uejpesxssq Bueld ueeo|ebuad 1njeja3wW |€1S0S
uep 1wousye eAepiaquns lebeqas Jte 1s5unj uypninmaw 3PN

: ueyyeselp Jie eAepiaquins euesesesd uep eueses uebuequabuad

‘epow eAUl uep epow Jejue ueuede|ad ueBuue! uexbuequwabusw

w ueBuap npedia} BIEDSS LERNYEIP Isepodsues) ueunBuequag - :mzm__..s

£ 1eyue uep yelaep Jejue ueunbuequad ueejesswad uep cmm:mnE.mmmx




[l eo5ues euisbuny uep sebn) uejuejelusw welEp jeuoisajosd B ‘uejeyasay veunbuequad

_ yiqa| sebe asmerede edepiaquns seysedey uveyeybuiuay (g ¥ welep )eyeleisew veehepiaqwad elas weyeledsew

‘laqejunye uep uesedsuel) ‘Jdee uep eBieniay 'NPIAPUL UBUBIE] jJep 1enw jeyas uep yisisq

‘uaisiya yiga| buek yessep ueyeyuiawad ueeuesSxeiEIRISY UEp dnpiy nyeuad eiueidinia) eunb jeyas dnpiy ejod uexdelauaul
ueebequwajey walsts uebuequabuad uep uebBueuamay ejeuay (e uep ueleyasay eAuBuiuad uexe veweyewad uexienbuluaw (o

‘yejepe uexBuequaxp uese Buek ueeuesyeliqay "eiebbuay

! seyuoud exew 'Jngasia) ueseses lededudaw ynun ISAMEING ISUIACId QNSY UEP eloy/ualedngey aNSY eped (||

. ‘qem=iBunbbueyiaq uep |[euoisajold ‘emegqimuiag ‘yisiaq ‘yieq i sejax ueeyIsSIY ueuehejad elelq ueseqaquiad seyuoud uebusp

. Guek ueyejupawad 10|19y €1 eAueldidua) @ ewepad ueleseg 7| seinfug, LeBuesoasd UBlEYSSIY ueuekead minw uexeysSulp

JpyNe ING35I3) USWILOY veBuap uveeleg Q127 1EYAS EIS
5 + uebap ueelas leyas eDIDBIRD an v aes et .pe.ed

‘weue uebunpuipad uep uendwsiad Leess|yeiasay uexlexbuuapy (2 REST L it s I 3124/ veyeiueneatuad wefecos uerseas 5UNMEG

'uveunBuequad uejeibay iebeqiaq wesep Suehk JexeseAsew uejeyasal veulwel waisis vexbuequabuaw (Q
ueiodiaq yedep efBulyas uendwaiad wney sepeny usiexbuuay {q ‘uejeyasay 13 vedceswanad ueniunl .
Sgnd uexeigay rensas repewaul Bueh :mx:_su_ uejeyasey lesnc ebeqas eieB6ual
uep yjod sasoid wejep uendwalad ueleqiaiay ueyiesbuluspy (e SSMEING 15UINOId (NSY) WNWA IMES UBWNY SEINISE) ISENOIED)
‘yejepe uexSuequayip uexye buei ueeuesxeliqay ¥ uep uesSveqwabuadeyss Ipuadiai yesaep 10 £ .einisl 1eNeleASEWw
sejuotid exew ‘Ingasia) ueseses lededsus ymun ]  o.euasay ueuede)ad ueejeiawad Y ueyning. o Sued ueleyasa
_ _.eiead jesnd-lesnd sejeny uep vebunel ye;wnt uesieqbuapy (e

yelae(] UBYEIULOWD 1SBSI|EYADY || epudby g

,_ AUCT

.}

- -uednpiyay Buepiq ejebas wejep ]
enuem uesad uep efefos e eAuuiwe(o) Yedwady ueleses Leepe uesSUBQUSY'D UBYE Buek ueeuesyeliaay
- . i : seond BaABW (JNGQISI3 ueieses 1edesuzaild ®O3u

- L Cueipjeiedsewsy . - . ejeseAsew UBIRYIS) Jelesop eAujexBuILAW 'ENPBY UBIESES T
_m_mOm:mmmmnEm_mv_ cmmc:nnc.cmmczn:c“m:thaEwEmc:m._mv_o_

UBJURSY UBMIBBJURLIGL. .Tl.50 BISOS URISRISSD)Y uexyiesBuiuap (2 ‘sepermisaq Buek uesipipuad ueurie|

5 5 ‘ewebe ynjowad denas % Leejeiowad exbuel WeLEp [BQEIUTNT uep uesedsuel) Jpa3@
. 16eq ewes Buek sasxe uebuap ewebesaq yewn ueside| Yynn|es uaisya jipe disupdiag Buek uexpy _sefeiquad WASS 2IRUSN (s
ueBunuaday uexneysadwaus uebuap yepeg! ueeuesiyead sErnse; : i ‘yesaep
cmm.cmg_tmmcmn_ uep ueejojabuad ‘'uerjeuad SEjENY wepeyBuBly (G | 5 epe Buek 166un uee - Suad TR T Lpjaes wEWLR. 1ad
Bued ueb BUED mHeuaq ' uebuap = n ueninBied eieIE cwes ehoy INIEIRW 166U
. ueA veBuepun-Buepunsad ueimesad undne.; <Aepng uep feisos § .svro.od uebuequiabuad depeys; ueBunynp uexiEXBuILaW (p
Iejiu-1epu cm.mEmmmmx 1eu-lepu epedsy j2ey Mieq Gued nyead _. ‘teqo}B uesememiaq M3 1dl uebuequayiad eAuesad depeyay
. wep uwianiay Bued exesedsew [enjuids selisedey uexiexbuiuay (e B seidepe yexbuel 1ebeges ewesyas uigal Buek exIlRWIONUL



. ‘exe|0y uep ele)q SMBUOY ‘amMBUOY| ‘jasuoy
BUEQUWOG ‘eJelN) uoiNg ‘BuUNp uajednge)] Ip Buiquey uep
ideg senpowoy ueynqunuad lesnd-jesnd uexbuequabuayy
. ‘BUNW UBP BUBQUIORY ‘BJE}[] BMBUOY ‘aMBUOY ‘uoing
UBJE[2G IMBUOY 'EXEIOY uzjedngey ip SunBer uep IBj3D3Y
SEjlpowoy veynquwnyad jesnd-jesnd uexbuequwabBuapy
‘e/e)n uoing uep
SMELOY BJBJ SMEUOY BUNp usjedngey Ip yeuey Buesey
SBIDOWOY veynguwnlad jesnd-jesnd cmxmcmnEmmcmE
‘ eien

USintl LBl reneq eunpy BUBCQUTZ LB &v2UlY LPED

SHEL- g S VELOY BABCH BLBY) EXECH “SBIIGR Y EMES
'Ped Seupowoy ueynqunuad jesnd-jesnd uexbuequiabuayy
| 'UBIB|aS ameuoy uep eseyn SMEBUOY
SMELOY 'BXe(0Y ‘eself) exe|oy usedngey 1P yaybuay
SElipowoy veynquwnpad jesnd-jesnd uesbuequabuayy
‘BuEquiog uep eJein exejoy ‘Exe|cy 'BIB)N)

SMBUOY "aMBUOY ‘uUeje|ag AMEUOY ustedngey 1p EpeT/eolapy
SEHPOWOY ueynguwnad jesnd-jesnd uexbuequwabuayy
BIRYN BARIOY UED 'UOINg ‘Buny ‘UBIBI9S SMEUOY ‘BiBIN
SMBUOY "3MBUO) 'BUBqWOG UJedngGEY; Ip weieqg edejay
SENPOWOy Lveynqunpad jesnd-jesnd ueybuequabuapy
"RJBIN aMEUOY UFednqey Ip weg ederay

SEHpOWOY ueyngwnyad jesnd-jesnd uexbuequisbuapy
‘BUEqUIOG Uep uoing ‘eunpy ustedngey| ip 31w

nquwel seppowoy ueynqunysd resnd-jesnd uenbuequiabusyy
. ‘eJeln

uoing uEp uoing ‘euniy ‘euequiog ‘BJEJN MeUDY 'ueleles
IMELOY "BMBUOY "BXEI0Y ‘Bleln Bxeloy uajednqey 1p oexey
SElipowoy ueynqunyad jesnd-jesnd uexbuequabusyy

BPHEW "INA3ICISZ CRURAIIAY srmrditirm somadioern o wm

(o)

(6)

(v)
(£)

{2)

(i)

. InxuRq lebeqas eiebbual 1semeng ISUIACIG
sejipowoy ueyede|imiad uep ueynquinpad tesnd-jesnd uesmuayp

-

sepsond BYRW 'JnGesia) ueleses tededuaw Ynjun

yejepe :.mxmcm.nEm.v__n ueye Bueh veeuesyeligay

'SE)IPOWOY

s1seq4aq Jesesedsew jwouoya eAuieyBujuaw ‘enpay ueseseg ‘Z
»
‘eyesn uensedsy uiweluaw epss ueuizuad iNpasoid ueeueyapaiuad
isejuatadwt ymun ueebeguwa)s) sejisedey uenjeybuluay (q
aodwi-lodsye uejeibay ynsewsa) uebuebep.iad sasxe
ueyjexBuiuaw uep iselsaaul yesieh ueiyBuegisw exybuel weep
IsEISaAUI Isolosd uep siusiq (sewlojul waysis uexbuequabusy (e
‘yejepe ueyBueguaip uese Suek ueeuesyehuay
sejuonid exew 'yngasie) uelieses lededudw «mun
‘Jpsnpuocy Buek _mﬁwo..,:_ wipyl eAupninmgay ‘ewenad ueieses |

nwouoy] ueunbueqgtuag : |1} epuaby )

‘unye} ssd veyemey

/2sa denas -'000 000 001 'dyY Jesaqas uebuenay uenueg BUEP
uersexojebuad injelow 'ueyeInay/esaq Yejuuswad eAusnsnyx

ueyemeq yelsed Yelulswad uebuenay sepsedey ueiesbuiusiy (2
: ‘SEUIQRIUNYE Uep
_Isueledsues) 'sejiaa)e Isualsya disuud-disuud eped uesJesepp
. Buek yesseq yrluuLaad uebuenay ueejobuad vesiesbultay (q
__ . : _ ‘yesaep ueunbuequad
aquns-laquns isesljewndo vexyjeybuiuay (e
‘yejepe ueybuequayip ueye Bued ueeuesxeligay
sejuond eyew ‘jngasie) ueseses Jededusw ynjun

‘ueedAeiquad 1

‘yesaep uebuenay seyjsedey eAujeybuiuaw ‘enpoy ueleses g
i . .
‘yelaeq Yejuawad Jejue ewesellay ueyiexbulusy (9
‘veunBuequiad -
< ueeiefBuajafiuad wejep 1exeledsew ueeAeplagey uexiesbuusy G

] .
wz dp e N IR . SO |




e
-}

o

&

B
h

:yejepe ueybuequayip uexe Suek ueeuesyeliqa)
Teejonnd ejyew ‘Jnqasid) ueseses iedesuaw yniun
: “IPOWIOY YEGLUE} tejI uep

ues eAep 1synposd ‘sepapinpoad elujesbuiuaw ‘ebBijay ueleseS €

{eyu _._mn_EoE V_EE._ yesoep ueeAepngay 1sowoid uexiexbuiuspy (q
‘yesaep sepuapl

jemsadwaly ymun [e)0] edepnq leliu-1epu ueyisesyenpebusyy (e

ymplaq iebeqas ueeuesyelgsy sewoud undepy

efepnyg ueeheyay uep elepng uewebeiay ueejojabuad
wejep yesoep uendwewsy eAuieybujusw ‘ewepad ueieses | ' yeAeim 1woUOXS UeueUEaY uriexBuruad uep
ueeAepnqoay ueunBuequad : Al EpLaBy-q el;ox ueBuede| ueeldiouad wejep 1SNGLIUCAIST 1edep ebbunyas

. SBIO30Y BPaS yebuauaw uep __)wx Guwil] BUES[) BUIQUWSW {p
pLESn UEUSEYISNAY Cm:.w.mam.v.

-ueesapad yedepm 1p 1exEiRASEW 15EQ BAUSNSAYY ;
ysi) eBeua) ueyningay iynuswaw eunb ueynieqgia) Bued g _ooan A N wweluad eSecwal UD;3 SEYSADE rm:mmr.,ma
iBupua eABpioquINs uEleBjuBWRd ISEXyISIanp uexbuequabuapy ) R oD Bueh eupst o e w2t pletus ve-tael ._.u,,.n._,_c_.‘..._m '0
‘ueBued ueueyeay uexexBuusw exbues weep LeiLeLad ] ‘eBUNG LR L DRI VBB PLESN WEDLRQUWSDUY
ueBujuaday ymun 1sebyl uebuuel ueejojsbuad uexyiesbuayy (s Cymiun pisgns ucyeipakulaw uep 1eyeieAsEWw LBlEdepuad JBQuNs
‘leseleASEW UBYMINGY IYNUSWSW -;GqWnNs 1Bunpuiaw MU 1SYR0: d waisis uexbuequabuay 3
eunb nyeq Jie ueeipaiuad ueyieibuiuaw ynun ueyninyp piEy) UOING UEP BUNI "BuBGUOT BIEY SMELTY uEmeRsS
Bued ueesspad yelepm yisiaq sie uvebuuel vexBuequabuspyy (p § cveUc)| EBIEIN BXEION BXEI0H udINg usiednqey P LEBUEQUELA _
‘(euorBa siusiq (sewaojul ueBuuel ynuaquaw ebbulyss seppowoy ueynguwnyad jesnd- iesnd ueybuequabusy (1)
siusiq 1sewlou) jesnd (eBeqas uesadiaq BueA ueleweday Bioy ng) ” 'pURQUIOE LD UCING "EUNYY "BIEIN EXYEIOH
Ip J3jUa23}8] :m:_n:oa INJR]SW 1SERIUNWOYI[3} uesbBuequabuay {0 B cie0y URIR|SS BMEUOY UBIRCNSEY TNEG-NEY BIOY 1EPUIN .
‘ueiesewad esjuas 20y P BSel-Pser UBLNQUINLSC jBs™ s.jesnd uevBueGuwabtudp (3L)
~e5uas uebusp 1syNpoid BIUSS-BNUSS BigIuE uexBungnybualw B _Cowif LEP LEKSS INELON Udjednqey
Bued uejewena)y 10y nqj 1p ebeww ejey jpdwis-|ndwis B D wey ELBSIAN UBLinei 50 087, 50d .exSuequwabusyy (51)
uesnuaquad Bunynpuad eueiese.d uep eueles uexbuequebuaiy (q . 1 neg-neg 10
“eyeleAsew uelouoyaiad Sejale uesedsuedy bunjnpuaw . uep BYE|0Y ‘BUNY ‘IMEUD)y ‘uoing usjedngey i efepng o
wnjun npedie) Iseyodsuel) eueseseld uep eue.es uejbuequabusyy (e ¥ eiesipn ueynqunied jesnd-iesnd upyBueQUstuely (7L
. yelepe ueyBuequaxip uexe Buek uesuesyeliqay ” ‘BUNjY UED BIEIN BXBIOH mxmﬁox
sejuod exew 'Ingasidy ueleses ededusw ynjun eIRIN AMEUO) EMEBUO) TEE-NES EION 1gojexyeps uaedngey
) l pre] elesipn cm:aaE::ma pend-qesnd ueybuequabuaiy (E1)
-ueBunyBul| uelLEISS|2Y UEp [RISOS ¥adse ueyhewadwaw ” 3 'giel) B3I Uep 'BYEION
ueBuap jioay e[exs ueBuequeped eyesn Buenjad uexyexbulsow (p g { 'pfe}[) SMELOY 'SMBUOY 'UEIEIOS BMBUOY BUNK ‘neg-neg

.. BIOY UdiY ,noﬂmxm.g usjedngey P efepipng ueueyuad
wE_Uoon cmc:nc._:tmn_ jesnd- -jesnd ueybuequabuspy {z1)
S mv_m_ov_ uep cmucmx m_ov_

.Ems_uc_o&m eAusnsnyy |2)o] eAeplaquins eped
m_mmnhmn Bueh ;mmcmcmE UBP 109y BleXS LIjsnpul :mxmcmnsmmcm_z (o
. . . ‘ueweuel




il

LS

1beq uejeyasay ueueAejad yajoiadwaw ¥njun sasye elujesbuiuapy
‘ueieyasay ueuedelad jesnd-1esnd sepeny vep yepunf eAuiexBbuluapy
‘unyey |2 pelusw unyel g uep (HHN) dnpiy uedeley ersn eAuurunuaypy
% 06 Ipefuaw

2,61 24 11EP UBIEYISHY BBRUS) 4yBI0 uruESIad UBdNYED RAUlEXBUIUaY
‘% 06 tpeluaw

o, 90’8/ LUEP NSNSy ISy L2gip Buek 1ieq uednyen efuleyBuluap
unye)

L DRTLSW UNYRY B9 UER {HHNY dnprH wedelen s eAuienBuiLay
:.gy uep Buesny

T

iz ep eweg ezes Elplnw

S E osLzEsszoefLununuapy
170w LEL LB 30T 32T
uep Suesny IPER'USW | b uep (BYY) 1Aeg ueneway eyBuy ehuuninusyy
dnpiy weaLe @3 000 001+ 922

uep Sueiny ipefluaw Z1¢ Hep (YY) Nl Leneway exbuy BALUUNINUAY
‘Bueso 00 ¢ peluaws Buelo op1 gg uep esesxe eing exbue eAuurunuapy
‘nunb ueessyelasay vep elisunyy seyeny eAuneyBuuay

‘UBBIEQ NYNg

-nung siwal ieBeqiaq ueerpasiaiey uebuap Bunynpip Bued 1exesedsew
vesidel yrunias 1Beq esequaw rewsE nwepsad efubuequayiag
IEXBIBASEW

whaies (DEQ uENipipuad yagsadwiaw ynjun sasye eAujenbuuapy
‘ueyipipuad euejesesd vep eueses -eAuieyBuuaiy

. ‘1Gojouxa) uep sules

sisequeq yebuauauws uep Jesep uexyipipuad wnnyuny eAubueguiayiag
‘ye|oxnas-yejoxas eped sewcp iBojouna; uedessuad eAupninmia)
‘ueypipuad Guelual

ieBeqiaq eped |EUOISBUIA JEIENSG UE|0Y3S-UE0%asS eAueieBbuajasial
%G /-G9 BIRIUE YIN/YING (MdY) J1esey 1sedisied exBuy eAujexbuluapy
%001

-6 BIBIUE SLN/DING (MdY) Jesey 1sedisipey exBuy eAueyBuspy
'%86-56 esejue JW/AS (NdY) lwnp isedisiped exbuy eAuesBuluapy

T U U LU - T I s g -1 1T W 1T 1111 a D

0c
‘61
B

L

Sl

€l

Zl
Ll

ot

~

¢
+

. sejuoud ejew

-ueesapad yekepm p 1exeiefsew iBeq eAusSNSNY
wiisl| B62USY UBYNINGDY lynuawaw eunb ueyniegla) Bued
iBisua eAepioquins uejeejuewad Isexyisiaap uebuequiabuayy ()

'ueBued ueueye}ay ueyiexbuaty exbue) wejep uelueuad
ueBunuaday ynun 1sebur uebuuel ueeopbuad uexjexBuuay (s

‘1exeleASELU UBLMNGaY IYNUBLLIW

eunf nyeq Je ueeipaiuad ueyiexbuiuaw Hrjun uesNINID
Bued ucesapad-yeiem isiaq sie uebuuel uexbuequialiuapy p

Jeumibay siusiq) isewsojun ueBuiel yat.sqwouw el e

siusig 1sewoul lesnd iefeqos uesacdiag el
Ip J31U802|8) Uenipuad Injejsw 1sem:

BT 2Y L0 SO SO 1
-enuas uebuap 153Npoid eljuss-eijuas ejejue uexBungnyBusw
Bued uejeweday ejoxynqg| Ip ebeiu el nQuS-NIWIS
ueynuaquad mc:v_:bcma euesesesd vep eueses uenfuegquiabuayy (g
ENEiRASEW LRILOUOYAISY SEUIANME UBJBT..E[3Y% Lunynpusil
snun npedsa) isepodsuey eueiesesd uep eueies ceifueguwsfuoy e
yeepe ueyBuequiayip uese Bued useuRSHEIGH™
1ngssis) ueleses iedesuas WRUN

cueyepuawad veesefbumafund Len
cmc:mchEma cmm:mmxm_ma lesep uawala isfu~; a8y Bupfupnayg
ynjun :msmhm__..smv_ ANPNJIISEIY U eAujeyBuiuaw 'yoxyod ueleSES |

Jeseq anpnasesu| ueunbuequiad edadiadway © A epusby 3

‘YBJSEPR UBEpUE Emw__aﬂmmno ipeluaw
ledep ebBuiyas yeioep elepng snys yequue; jepu ueyieyBuusyy (g
‘yesaep Ip epe BueA 1exesedsew ueuassy ebeqws)-ebequa)
gpas uesad Injelaw yelaep eAepnq luss ueybuequebuaw (e
s yeepe ueybuequiayip ueye Sued ueeuesHelgay
sejsonld ejew 'jngasia) ueseses lededuswl 3NN

‘yelaep eAEpRiq snys uep

ey sl rnerne ime Aemo e eoceaido o npuBiunan ey I Iecpes



S

: : ‘unyeypad uo} 000 05t
ipefuaw unyepad uo) 000'SZ)L Mep oeyey 1sypod eAujeyBuiuapy
‘unyepad uol 000 9
ipefuaw unyepad uo) 000's Lep ieepay Buedey 1synpoid eAujexybuap
'unyepad uol 000 001

ipeluaw unyeuad uoy go@ . tep Bunbel isynpoid edujeybuuayy
IsENyISUBISa Lep 1seyjisualul ejod Inesw unyeuad voy

000 00v \Peluaw unyeuad uo} 000 0S¢ Hep 1Ped isynpoid eAuiexBuiusy
isepesBag

nuejebusw yea) Bued ueye| uep ueiny -seupceass elulenbo Loy
weinep ueunbuert w3

sepape denas wejep uebunybul ueleissay uep we se.osdg ol )
‘uesBrusue)) dnpy jeas) eAulesBuiuaus vep 1synpoad

euas-eiuas |ebegas iseabilisue)) uewiNuSd Lesemey ALRIRLID)
‘eliay sesed weep desassa)

ndwew eBBulyas el19y eBeus) seusedey vep seneny elulexbuibay
‘yepual jebues Bued

veweluid eBung 1exBun ueBuap uejepowiad JAGWINS-IBQLUNS depeyisl
(AAIN) YeBuaualy uep 123y "CINIpy BYRSN SISHE gfuienBuuayy
. {rodwn) ueBuaua

LUED {109% "OD{IN BUES[ ] ]3SWOo uep swai yewni eAuieyBuiuapy
ISBI300Y Yepem

Wejep ieveieASEL BWESIDq BYESN sodwoyen-vodwolay eAuexfunayy -

Lesag urs Lo LouBLl

lEXS MISNPUl BALYNGWING UEP {109 LISAPUI BUESN ¢ . . 22UIU3N
‘we|e seb

uep yeAuiw 'Buequie} ueyeq isepoldsya uep 1SeIo|dSHS ehuleybuiuz,t
. 'ISB}SaAU UF..

veunBueqwad (suajod iscwold UEP SIUSIq ISeLLIojUl efufiuequzi oy
. ISEISALL 1EUIL

uep yeuneb c“u.x-_v_mcmaEmE ndwew BueA 1seisaaul wiy eAueydioial

‘|esopyas 1suajod vebuequisbuad
e oaen HEtedeousd 1IaouIns-1aciluns 1ISENISISAID UED ISEXINISUIISHS

Rej

|25

Lu

Zs

‘yesaep ueunbuequad ueeuBaUSIad seyeny eAuieyBuiuaiy "8t
. ‘yesaep yeunbuequad
Bueplq enwas eped aseq BIEP UERIPISIBIIY efuleybuusy LE
phuseiepuewiad
sel)iajd Bl9Saq isewojul 1Bojouxa) jexbuesad edueipasial ‘Of
‘yesaep yeunawad Jejue ueunBuequad eweseliay ghuexbuiuop St
L eunBuequad uejebax weep lexeseAsew uPRABPIBGSY ehuiexbuiuay vE
Ny 15ewadns Lexefaudlt MERa Lkt ceav efuBiT i8] EE
LeJaep yeluuawad uedisieax WSS ueeiciaSuad eluiesButuaw TE
ueunbues..2d UERLESHEIBD LED ue gL wad

LEIED LESUREILSD SKEL N ieR m._.:...m_..wrr_ms.___.m

oLt tuaeiusd
(pfe o _BiReI L] BABCT D IR el eSS
r.eq wouojo YeJaep-yelsep Ueeuwiquad uEp 1SBUIpIOOY eAudelue 0g
L4E.oeD LBLELLAL
;njesede awsHeu0Isa0.d Lep giiax 5018 undisip SEIENY eiuenfuuaiN 62
Y ‘yeisep
veyeuLSIWad ISEN0IIG ISEWIOB) exBuBIaY WEEP YeISEeR ueyeluuawad
cogiueblo ISESIBIASI LB 1SESUNNASS sesiuebiosl efupninvwal 8¢
‘yesaep uenehgoy pesniuniad wejep
ce'elas Supk ueeniway efueias veBuap uessen ;e5.09 ebeguial
CED uEsIEP YBWILIWIAT B.ELE LTULE. LT fiaus piaeNBuusiy L2
B00Z URUEL Njiudg -YELE EBLajafuad BALS3SHNG 'GL
‘en| JED undnew weep Uep indunul Buek uebuejue)
-Bp ues o F £3ueb cewedue deuabas |evbueuaw ndwew
+,esay uep uemesiad jebuewas eAueidinig) ‘SZ
wimad sasoud eAueebbusiosial
uenuibunwsw Bued nabau welep AiSd ST 6L ghupnlnmia) 7
‘ueuehead , , pelusw ueuele|ad
¢ uep senpanijess} Suek isuirold gNSY ueuekelad veieibuluaiy €2
Lnpny jedwal 006G sepsedey uefuap isula0ld UBIREQ
Lann eSS Yewny nieq ISe3o| (p neq Bunpab Leunbuegwad uebuap
tepewaw Bued xes yewns ueyning ueuehejad sep|ise) uexieBuis ZZ
‘o, pg' L, ipelusw HOF vep unyeyuebuniuny 00Z'61 deul jemel

m
i

Dut,




=

Suehk 1B1aua eAepiaquns uejegjuEIdd ISENISISAD eAubuequiaiag
o (0§ JeSaGOSs jewiuiw

eiebBud) 1SIMEING ISUIADSY YRARIM ISENIIINS|D iexbul eAuededsa)
‘ueesapad yehem

050190 2 eBDuIY ISBRILNWIONSS) veSuuel uednyed eAuBuequayiag
‘ueesapad

yefepm 1p eAUsnsnyy uisiaq se vebuuel ueepasialay eiuieyBuiuapy
Leeusd uebunuaday ynjunisedul ueBuuel ueejojabuad eAujexybuiuapy
iseusasee.; eonw seie Lenpedialay edueidinia)

i gmanpLL Eoplet fLpTanWad seiss nes Buminpusw
el ¢ L a3 LELTZESD LCLDEED SELSEIEX efuenBuiuapy
(EdWialas

¢ g efsewfeq esepn ISeLodsue. ceweiead ueiexbuiuad Bunynpuaw
=+ ueiw eBBUIYAS BIOW/UREANGEY e.epuel BCRJIGaq eiupninmia]
‘e 1sexJequl

e.epueg ipefuaw snbyexas uep 1'sues} BJEPUEG ipefusw jedep eBSuiyas
ipisulBuoly 18ioM BIEPUEY uveuedejad seusedey eduiexfuian
‘uesesewad esjuas-enuas uebuap 1synpoid eiues

-B.USS BIEIUR UBD UBLRIULAWSC sesnd-esNd JBIUE $3%YE UBNUIaQual
~asew Buek ueieqwal uep Le-el ceuedeiad selreny ehuiesbuivap
‘weue uebunpuiiad

“uep uendwasad depewysa; ueseiayay RUe shuecwey eAueyBulueny
‘ueselelasejuay WeED vendwaiad e Lexyisisodwa

ucbuap jejeiedsew ueeien,agwad sensue... elujeybuluap
'UNYR) 9 UNYE) Les fBY yeewe| u: un{ efujenBuiuay

wexeledsew lemuids seusesey efueybuiuay

ewebelaq

jewn ueside) deuabas uep uejepequad sepjsey € eAbursy,
‘eBel ye|o 1sejsa.d uep epmuad ueeuiqic»d 2AUIRYOUISN
‘UEIENEIBASBLAY [BISOS uebungny-uebungny jenyadwall

Buek |EISOS UBUBMBYEN3SSY UEP |BISOS UEB'™ 7953 eAujenbuiuapy
‘yesoep eAepnq snyis Uep pAepnq juas depeys; seisaude efuieybuiusiy
e iaee pipeias valimn-yalnn deneid sl

€6

K4

08
69
a8

i8

‘98

68

8
‘€8
'8
s
08

-

8L

LL

unyepd
uol 2'zLo} Ipeluaw unyepad uo} |'|16 LUeP UEMe] Jie gAepipng -
unyey Jad uol
g'8:6Z1 pelusw unyeyad uol Z1E L} UEP nefed e ehepipng -
urwepad
uo} ¢'6L0°611 'pelusw unyepad U0l G'LLE 26 UEP INE| eAepipnq -
:unyepad efepipng ueueyad 1synpoud eAujenbuuapy
ueue4ad 1ISBy
nejnd Jejue cmmcmmm?ma uep i0dsya 1By UER 2WNOA eimesbuuapy
LAD W) 1129 nend-nend Wi . 5551
yeiepm ueeolebuad uep UeBUPQWatLad LERE WIS wr Ll sl ),
UPLBLEd L0i 200 5 0 Yl Liabi
uol QG f MEp wnwn uenelad ueuexuad (S¥NPoId 2AUIE R DUIUDKY
‘uayeyad Lot o0 G2 welusw
unyeyad uol |'¥E8 00¢ LEP INEI _eweyuad 1$ynpoid eiuexnbuudyy
Y ‘unyeuad By 000 205 L
ipefuaw unyelad By 000 054 § e sEfBUNn .00 1SHNE0:S BAUIE LIRSV
;0% 000 000 T 'PBIUBW I0%3 ON7, Tna | L weae sendod ey o,
goo " o _nm_:mE 000 001 1LEP BUIG.B + »€us @1 iST.NHTE N el ITE 10
T3
~= = nop ipeludw 1042 000 SZT YEF v rgprrinn edoeefurusy
ueye i .engisynpold efujeyBuluap
weinkes  #5 synposd eAuienbuan
yasaipoiq misnpu uep Jebed yes synpo.d eAubuequwsaylag
PMES SEAUI DISNPUL UBD IAMES edejon . ~onid edubuequaniag
‘unyenad woj

_ann? pefucid unyeuad uol Gz L IFL LitUSY isynposd eAujexbulusiy

‘unuelad

Lanposd eAUJEROURISNY
wunyepad

uo} 05| (pElusw unyepad uck 06 Uep HUBA synposd gAujexbupay
‘unyepad Loy

o " N

L0} Qo0 S Ipefuaw unyepad uo) §OS5 ¢ ik,

8

£

!

I
Ve

Ot




eped ndwnpaq Yisew esebbua) iIsame|ng isuinold 1p yesseq yeleg yesaeq
yeled ygiepe (Qvd) yelseq 15y ueledepuad Lep J1eSaqa) uauoduwoy

yesaeq lsy unedepuay

BIING AOId Lelae] ueledepuad seui] - ung

0c'68 S90'P6L 0ZC 189 000 00000t 60! L1002
Z0'66 L0G 56 398364 901 0L G5C vOy =00
¥5'G6 9Sv L1 5 Int Yoo QB YT L I
£v'28 b9C OF L $5C 158 000 GO0 €83 o2 »002
Z0'101 209604 922 BEE 000 L2E'SL8 vEE £00¢
(%) {dw) (dw)
I1sesijeay yabie | unyey
o  yeseeg uetedepuay - R

noom —~ £00Z

unye) BeB6US) ISEMENS ISLIACI] YEIBEQ UEIEIEPUSY ISES 83 3| [9QBL

unyepad o, /67 18RI BJR)
-eje) jexybuiuawnipesaqg Bueh seAiy z¢ 18y dy Jesaqas yessep uelecepuad
isesyedl 00z unye) eped uelpnway JeAw £2'8EE dy J€SaGas £00Z
unye} yeaep uejedepusd Ises|eay 'yesaep ueunbuequad weep sepsonud
weJsBoud-weiboid refeiquaw ynjun uespubis dnynd INGasial uexeuSY
UnwWeu Jissew BJEDSS YNEPI UNdNe|EAp ‘UBYIBUDY DU ueyynlunuaw
400z vebuap iedwes £00Z UNYE) NPEM UNINY ¥Nun esebBua) 1sameng
Isuinold Q8dY wejep yeisep uejedepusd vebBuequiayiad jeyyspy

* upp yekem Buery ueejeuad ISESINORIGE v ...«w_mmc_vw@xl&_

€.BE8 0, 50 WL AELET SR, LEELE BRIV eAupnlinmaa) £0

i webuap eseas idexylad

WADNOUSS Lele sy ot BF L Uil Lo 3s Gnyey g ipefuaul unyej
f LB LB en LoD uoi B -leddds WNLEL L4 IpRIUSW Unye) g9
. Ciow aeEne g1z unyel iedwes

. G

i3

..un)ui,.mum,m._,ﬂ
WAUN (BdEIIP sel_&u Duek LUE.BSBS (NG3s:ia) :m:anox mm:m
sele ueNJeSERIAG #npnpuad eydewsd veledepuad uep cmxﬁ_uc..
‘ueieyasay jelesap nyek sesep uduodwoy ebp uebunqed |sipuoy;

"UISILE NpNpUag

yejwnl je1e: uep 1 o) iedwes usiw ¥apnpusd yepunl eAuuninug
LEiPED LsLoNd ueynquunpad uep uebuequwa

LBIBJ0363 BAECST wBiBP £.380 SBHALnNpOJd edujexybui
c:;mtmn einf 12’9 Ipeluaw unyey

BInp ¢y Oy uep 1exesedsew E_am#_mn tmwmamw:ma BAURY GUIUSUEE

esel uep ueemasiad "uebuenay bu
wadas ue| Buepig-Buepiq cmmc:xn?a%mcmn ‘uelueyad mcm_e.
ndwnpsq Buek ‘¢,¢ ‘g uebusp _mnEm mcsnEgtma ejel-eje: uts
unye} 3y unye} Lep 1exbuew SN i
eief5ua] 1ISOMBINS ISUIACI WOl

0L JeiINas ipelua %/9'6 UER:

‘eueouaq uebuenbbueuad ugp






